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Adi Suriadi, stambuk B111 10 914, Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya 
Masyarakat dalam Mengajukan Praperadilan mengenai Sah atau 
Tidaknya Penghentian Penyidikan, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. M. 
Said Karim, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Hj. Nur Azisa, S.H., 
M.H., selaku pembimbing II. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pihak Ketiga 
yang Berkepentingan dalam mengajukan Praperadilan mengenai Sah 
atau tidaknya Penghentian Penyidikan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui 
penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mempelajari buku-
buku, jurnal-jurnal, situs internet, dan dokumen-dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek penelitian dan juga menggunakan data primer 
yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan (Field 
Research) yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa sumber 
yang memiliki kompeten atas objek penelitian antara lain pengurus 
Lembaga Swadaya Masyarakat, penegek hukum di Pengadilan Negeri 
Makassar, dan Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Lembaga Swadaya 
Masyarakat dapat pula ditafsirankan sebagai Pihak Ketiga yang 
Berkepentingan dalam mengajukan Praperadilan menegenai sah atau 
tidaknya suatu Penghentian Penyidikan yang tentunya didasarkan dengan 
menyebut alasannya. Serta Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya 
Masyarkat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan 
Praperadilan didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
76/PUU-X/2012 tanggal 08 Januari 2013 dan Putusan Mahkamah 
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A. Latar Belakang 
Lembaga Swadaya Masyarakat (yang disingkat LSM) mulai dikenal di 
Indonesia di awal 1970-an sejalan dengan perkembangan pembangunan dan 
lembaga peradilan yang dilaksanakan pemerintahan Soerharto. Meskipun 
pemerintah pada waktu itu mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi 
sebesar 8% per tahun, kemiskinan menyebar luas dan kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah menciptakan ruang bagi 
LSM untuk memainkan peranan didalam kegiatan ekonomi,hukum, sosial, 
dan politik. 
Memasuki masa reformasi pada saat ini sangat kita ketahui bahwa 
LSM mempunyai peranan yang sangat penting didalam sistem pemerintahan 
Republik Indonesia. Lembaga ini bukan hal baru yang ada ditengah 
masyarakat. Saat masa Presiden Soeharto memerintah yang dikenal dengan 
masa Orde Baru banyak muncul aktivis LSM yang berasal dari masyarakat 
kalangan menengah. Dan pada masa itu para LSM dibiayai dan difasilitasi 
oleh Pemerintah untuk mendukung segala rencana kegiatan yang dilakukan 
oleh Pemerintah yang berkuasa. Dan sebagai timbal baliknya Pemerintah 
memberikan bantuan dan rasa aman kepada lembaga tersebut. Hal ini 
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disebabkan oleh Pemerintah tidak mampu untuk menggerakkan massa 
dengan segala keterbatasannya sehingga kelompok ini sangat dilibatkan 
sebagai alat dari Pemerintah untuk menjalankan seluruh agendanya. 
Perkembangan LSM pada masa Orde Baru tak berjalan sesuai 
dengan fungsi yang seharusnya dilakukannya ditengah masyarakat. 
Lembaga tersebut lebih dikekang oleh Pemerintah untuk kepentingan politik 
tersendiri. Seiring berjalannya waktu saat mulai pudarnya tatanan 
pemerintahan yang disusun oleh Presiden Soeharto fungsi dan peranan LSM 
yang belum terlihat pada masa itu sudah mulai mengarah kepada keadilan 
yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa 
pada masa akhir kepemimpinan Orde Baru yang tidak sesuai dengan prinsip 
demokrasi yang seharusnya mengutamakan kebebasan dalam kehidupan 
bernegara. 
Setelah jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto oleh mahasiswa-
mahasiwa Indonesia adalah awal dari masuknya reformasi atau yang lebih 
dikenalnya dengan sistem demokrasi yang menekankan bahwa setiap orang 
itu memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan setiap orang 
memiliki kebebasan yang mutlak untuk melakukan hal apa saja yang 
diinginkannya asal tidak melanggar hukum. Pada masa ini LSM berkembang 
dengan sangat pesat mulai menunjukkan eksistensinya ditengah masyarakat. 
Masyarakat yang terlibat pada dalam lembaga ini tentunya merupakan 
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sebuah langkah awal menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia 
memang sudah berjalan.  
Era reformasi ini membawa perubahan yang sangat besar sekali bagi 
hukum Indonesia. Terutama munculnya LSM menandai bahwa telah adanya 
mobilisasi dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi, terlibat, dan ikut berperan 
serta didalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi 
permerintahan maupun terhadap aparat penegak hukum. Sehingga disini 
dapat terlihat bahwa LSM dapat menjadi sebuah lembaga yang dapat 
merubah kebijakan pemerintah dan menjadi pengawas tehadap penegakan 
hukum. 
Sejalan dengan itu Praperadilan sebagai salah satu bagian ruang 
lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.  Ditinjau dari segi 
struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan 
yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang 
mempunyai wewenang member putusan akhir atas suatu kasus peristiwa 
pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya; 
- Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan 
Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat 




- Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping 
maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan 
divisi dari Pengadilan Negeri. 
- Administratif yustisial, personil, peralatan, dan financial bersatu 
dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta 
pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri. 
- Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial 
Pengadilan Negeri itu sendiri.1 
Berdasarkan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan 
berwenang untuk memeriksa dan memutus Sah atau tidaknya suatu 
penangkapan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan 
atau penghentian penututan, dan Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh 
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya 
tidak diajukan ke pengadilan. 
Dalam hal ini sesuai dengan wewenang Praperadilan tentang sah atau 
tidaknya proses sebelum Peradilan maka pihak-pihak terkait seperti 
kepolisian, kejaksaan, korban atau tersangka itu sendiri  dapat menguji 
kelayakan proses sebelum praperadilan. Namun, dengan Pengetahuan 
korban atau tersangka itu sendiri sangat minim akan proses peradilan itu 
                                                           




sendiri dan sikap aparat penegak hukum yang terkadang menghiraukan hal-
hal tersebut maka disinilah peran Lembaga Swadaya Masyarakat untuk 
mengajukan praperadilan. Yang tentunya hal ini sebenarnya telah diatur 
dalam pasal 80 KUHAP tentang Pihak ketiga yang dapat mengajukan 
Praperadilan yang di sisi lain juga masih banyak perbedaan pendapat akan 
hal ini.  
Jika tujuan mem-Praperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan 
untuk “mengoreksi” atau “mengawasi” kemungkinan kekeliruan maupun 
kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk 
berpendapat, kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas 
penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang 
bisa diwakili oleh LSM atau Organisasi Kemasyarakatan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Sejauhmanakah penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan sebagai 
pihak yang dapat mengajukan Praperadilan? 
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya Masyarakat 




C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan 
sebagai pihak yang dapat mengajukan Praperadilan. 
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya Masyarakat 
sebagai pihak ketiga dalam mengajukan Praperadilan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 
ilmu pengetahuan umum pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara 
Pidana khususnya mengenai Praperadilan. 
2. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum 
dan khusus kepada Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai 
ketentuan hukum tentang perannya dalam mengajukan Praperadilan. 
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis lain yang 








A. Penyelidikan Dan Penyidikan 
Istilah Penyelidikan dan Penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, 
walaupun menurut Bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata Dasar 
sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga  di Malaysia 
istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggeris research yang di 
Indonesia diapkai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan el 
menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi menyelidik dan menyidik 
sebenarnya sama artinya. Sisipan el hanya memperkeras (banyak) menyidik. 
1. Penyelidikan 
KUHAP memberi defenisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tindakannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-
undang ini”. Di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse into dipakai. 
Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta 
menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini 
tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori 
hukum acara Pidana sperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka 
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penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum 
acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.2 
2. Penyidikan 
Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian 
opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat 
(Malaysia). KUHAP memberi defenisi penyidikan sebagai berikut. 
“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya.” 
Dalam bahasa belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto, 
menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat 
yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan 
jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi 
sesuatu pelanggaran hukum.3 
Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti 
dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak 
                                                           
2 Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 
119 
3 R. Tresna, Peradilan di Indonesia dan Abad ke Abad. Jakarta: 1975 hal. 72  
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asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara Pidana yang menyangkut 
penyidikan adalah sebagai berikut: 
 Ketentuan tentang alat-alat penyidik 
 Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik 
 Pemeriksaan di tempat kejadian 
 Pemanggilan tersangka atau terdakwa 
 Penahanan sementara 
 Penggeledahan 
 Pemeriksaan atau interogasi 
 Berita acara (Penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat) 
 Penyitaan 
 Penyampaian perkara 
 Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya 
kepada penyidik untuk disempurnakan.4 
Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan 
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 
pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Apabila 
penyidik itu mengetaui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka 
dengan sendirinya ia wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang 
diperlukan misalnya melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 
                                                           
4 Jur. Andi Hamzah, op.cit, hal.120 
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menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, 
melakukan penangkapan, dan lain-lainnya. 
Akan tetapi, dalam hal seorang penyidik itu menerima laporan atau 
pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau oleh 
pengadu telah diduga suatu suatu tindak pidana, maka ia harus berhati-hati 
untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemanggilan terhadap orang-orang 
untuk didengar keterangannya atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun 
tersangka, apalagi melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang 
yang dilaporkan atau diadukan sebagai pelaku tindak pidana, karena sikap 
tergesa-gesa yang pada hakikatnya merupakan suatu kecerobohan, 
seringkali telah menyebabkan penyidik terpaksa menghentikan 
penyidikannnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP, dapat menyebabkan tersangka, keluarganya, 
atau kuasanya berhak menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, dimana 
penyidik sendirisesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) 
huruf b KUHAP harus hadir dalam pemeriksaan praperadilan untuk didengar 
keterangannya oleh hakim praperadilan.5 Adapun proses penyidikan akan 
dijelaskan lebih blanjut sebagai berikut: 
 
                                                           
5 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 
& Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal. 260 
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2.1. Diketahui Terjadinya Delik 
Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut. 
1) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 
2) Karena Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) 
3) Karena Pengaduan (Pasal 1 butir Pasal 1 butir 25 KUHAP) 
4) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik 
mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, 
mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya. 
Menurut Pasal butir 19 KUHAP tersebut, pengertian tertangkap tangan 
meliputi yang berikut ini. 
1) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana. 
2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan. 
3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai 
orang yang melakukan delik. 
4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga 
keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang 
menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau 
membantu melakukan tindak pidana itu. 
Hal itu sama besarnya dengan ketentuan Pasal 57 HIR dahulu, 
pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian 
sehari-hari, karena meliputi pengertian sedang melakukan dan sesudah 
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melakukan. Redaksi Pasal 57 HIR (yang diambil alih oleh Pasal 4 butir 19 
KUHAP) adalah tiruan dari Pasal 24 Sv. dan Pasal 5 IR, yang sama pula 
dengan Pasa40 Ned. Sv. yang lama. Penyidikan delik tertangkap tangan 
secara khusus sebenarnya berasal dari perancis.6 
Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena 
terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah 
beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak 
menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama denga delik biasa, 
maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan 
kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik 
biasa. Dan satu hal yang perlu diperhatikan ialah dalam KUHAP ada defenisi 
tentang delik tertangkap tangan, tetapi tidak terperinci tentang cara menyidik 
yang khusus seperti yang diatur dalam Pasal 58 HIR dan seterusnya. 
Jalan lain untuk mengetahui adanya delik ialah laporan yang diajukan 
baik oleh korban maupun orang lain. Dalam Pasal 7 KUHAPyang mengatur 
tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis: “menerima laporan 
atau pengaduan dari seseorang  tentang adanya tindak pidana”. Pada 
penjelasan pasal tersebut “cukup jelas”. Kemudian akan kami jelaskan 
perbedaan antara pengaduan dan laporan berdasarkan HIR dahulu hal itu 
diatur dalam Pasal 45 KUHAP sebagai berikut: 
                                                           
6 Jur. Andi Hamzah, Op.cit, hal.122 
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1) Pengaduuan Hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang 
disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. 
sedangkan laporan dapat dilakukan oleh sipa saja terhadap semua 
macam delik. 
2) Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. 
Bahkan seorang yang melapor orang lain telah melakukan delik 
padahal tidak benar dapat dituntut melakukan delik laporan palsu. 
3) Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan 
(Pasal 74 KUHAP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu. 
4) Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada 
penuntut umum agar tersangka dituntut. 
Pengaduan itu ada dua macam yaitu Pengaduan yang absolute 
(absolute klachtdelikt) dimana hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah 
ada pengaduan. Jadi, delik itu sendiri menetukan apakah merupakan delik 
aduan atau tidak. Selanjutnya Pengaduan yang Relatif (relatieve klachtdelikt) 
pada umumnya deliknya sendiri merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari 
orang yang melakukannya, maka menjadi delik aduan. Oleh karena itu, 
berbeda dengan Pengaduan absolute sehingga penyidikan dapat dilakukan 
meskipun tidak ada pengaduan. Hanya pada tingkat penuntutan, barulah 
diperlukan adanya pengaduan yang tertulis yang dilampirkan pada berkas 
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perkara. Kalau pengaduan tertulis itu tidak dilampirkan, maka hakim dapat 
menolak tuntutan jaksa (niet ontvankelijk verklaring van het OM).7 
2.2. Pemeriksaan di Tempat Kejadian 
Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada 
deliktertangkap tangan. Dalam Pasal 53 KUHAP, ada kekecualian ddalam 
memasuki suatu tempat dalam hal tertangkap tangan seperti dibolehkan 
memasuki tempat seperti ruangan MPR, DPR, DPRD dimana sedang 
berlangsung sidang, di tempat dimana sedang berlangsung ibadah, dan 
ruang di tempat kejadian sangat berkaitan dengan penggeledahan, tetapi 
dapat jugga dilakaukan di tempat terbuka. 
Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena 
terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, 
dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatabn seksual, 
sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian 
diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Dalam Pasal 7 ayat (1) butir b ditentukan 
bahwa penyidik sebagaimana tersebuty dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
(Pejabat Polri) mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada 
saat di tempat kejadian. Pada butir h pasal itu mengatakan bahwa penyidik 
                                                           
7 Jur. Andi Hamzah, Op.cit, hal.124-125 
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berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara. 
Berdasarkan ketentuan itulah dapat dipanggil seorang dokter untuk 
melakukan pemeriksaan, dan apabila ia menolak ia diancam dengan pidana 
menurut Pasal 224 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. 
“Barang siapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli, 
atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan kewajiban menurut 
undang-undang yang ia sebagaimana demikian harus melakukan: 
 Dalam perkara pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
Sembilan bulan. 
 Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
enam bulan.” 
Penyidik pada waktu itu melakukan pemeriksaan pertama kali di 
tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di 
tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini 
terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti 
jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau 
hilang. 
Sebagai bahan bukti, perlu keadaan di tempat kejadian diabadikan 
dengan jalan membuat gambar atau foto. Demikian pentingnya ketelitian dan 
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kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sehingga 
dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah: to touch aslittle as 
possible and to displace nothing. (meneyentuh sesedikit mungkin tidak 
memindahkan apa pun).8 
2.3. Pemanggilan Tersangka dan Saksi 
Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua 
buah yaitu Pasal 80 dan 81, maka KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik 
yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) karena kewajiban 
mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi”. (Pasal 7 ayat (1) butir g). 
Tidak disebut seperti halnya dengan Pasal 81 HIR bahwa jika yang 
diapanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang hanya dapat diterima, 
maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumahnya. Alasan yang dapat diterima 
misalnya sakit berat. 
 Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat 
diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau 
pemanggilan itu untuk menghadap sidang pengadilan saksi tidak mau datang 
                                                           
8 Jur. Andi Hamzah, ibid, hal. 127 
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tanpa alasan  yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 
522 KUHP.9 
B. Praperadilan 
Eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga 
peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan 
fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, 
sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengacilan Negeri yang telah ada 
selama ini.  Jika selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri 
mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas 
pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai 
sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang 
wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan  yang dijelaskan 
pada Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah 
wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: 
 Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan 
 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penututan, 
                                                           
9 Jur. Andi Hamzah, ibid, hal. 127 
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 Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan. 
Dalam hal ini dipertegas dalam Pasal 77 menjelaskan bahwa 
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 
 Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, 
penyidikan atau penghentian penuntutan, 
 Ganti kerugian atau rehabilitasi dan atau rehabilitasi bagi seorang 
yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 
penuntutan. 
 
1. Tujuan Praperadilan 
Praperadilan merupakan suatu hal yang baru dalam penegakan 
hukum di Indonesia dan setiap hal baru itu memiliki misi dan motivasi tertentu 
yang akan hendak dicapai. Tidak suatu yang diciptakan tanpa didorong oleh 
maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan 
Praperadilan yang bertujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi 
tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. 
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demi terlaksananya kepentingan 
pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan keweanangan 
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kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya 
paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap 
upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap 
tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat: 
 Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingban 
pemeriksaaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, 
 Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan undang-
undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan 
perampasan kemerdekaan dan kbebasan serta pembatasan 
terhadap hak asasi tersangka. 
Karena upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum 
merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdakaan dan hak asasi 
tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut 
ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law). 
Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan 
undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap 
tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan 
yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. 
Akan tetapi dalam hal mengawasi dan menguji tindakan paksa yang 
dianggap bertentangan  dengan hukum perlu diadakan suatu lembaga yang 
diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang 
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dilakukan penyidik atau penutut umum yang dilimpahkan kewenangannya 
kepada Praperadilan. 
Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai 
dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakukan 
dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik 
pada waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi 
dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga mana pun. HIR tidak memberi hak 
dan upaya untuk memintakan perlindungan dan koreksi. Bertahun tahun pun 
tersangka ditahan, dianggap lumrah dan tersangka tidak mempunyai daya 
untuk mengadukan nasib perkosaan itu kepada siapa pun, karena HIR tidak 
memiliki lembaga yang menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa 
yang dikenakan terhadap tersangka. 
Berpijak pada masa suram HIR, pembuatan undang-undang 
menannggapi betapa pentingnya menciptakan suatau lembaga yang diberi 
wewenang untuk melakukan koreksi, penilaian dan pengawasan terhadap 
setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan pejabat penyidik atau penuntut 
umum kepada tersangka, selama pemeriksaan yang berlangsung dalam 
tingkat proses  penyidikan dan penuntutan. Pelembagaan yang member 
wewenang  pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan pejabat 
dalam taraf proses pemeriksaan penyidikan atau penuntutan inilah yang 
dilimpahkan KUHAP kepada Praperadilan. 
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2. Wewenang Praperadilan 
Mengenai kewenangan Praperadilan telah sangat jelas dalam 
ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi dalam hal ini 
masih ada kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti 
kerugian dan rahbilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 dan 97 
KUHAP. Dan untuk lebih jelasnya beberapa kewenangan Praperadilan yang 
diberikan undang-undang. (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan 
Penerapan KUHAP,2009 sinar Grafika, Jakarta, hal. 5-7).  
2.1. Memeriksa dan Memutus sah atau Tidaknya Upaya Paksa 
 Wewenang yang diberikan undnag-undang kepada Praperadilan. 
Memriksa dan memutus sah atau tidaknya Penangkapan atau Penahanan. 
Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan, bahwa 
tindakan penahanan yang dikenakan Pejabat Penyidik bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah 






2.2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau 
Penghentian Penuntutan 
Kewenangan Praperadilan selanjutnya adalah memeriksa dan 
memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat 
penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang 
dilakukan oleh penuntuty umum. Dalam hal ini hasil pemeriksaan penyidikan 
atau penututan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang 
Pengadilan atau apa yang dsangkakan kepada tersangka bukan merupakan 
kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tiodak mungkin untuk 
meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian 
penyidikan atau penututan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas 
alasan Nebis in Idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada 
tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, 
dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Bisa juga penghentian dilakukan oleh penyidik atau penutut umum 
disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat 
unsure Kadaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu, apabila dalam 
pemeriksaan penyidikan attau penuntutan dijumpai unsure kadaluwarsa 
dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan 
dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang 
bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan. 
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Akan tetapi, dalam hal ini alasan penghentian penyidikan atau 
penuntutan terkadang ditafsirkan secara tidak tepat. Bias juga penghentian 
samaskali tidak beralasan atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan 
pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti 
ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak 
bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk 
mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of authority). 
Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi 
hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk 
mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau 
pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau 
tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan. 
2.3. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi 
Dalam Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian 
yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasehat Hukumnya kepada 
Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan 
alasan: 
 Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah, 
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 Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan 
ketentuan hukum dan undang-undang, 
 Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, 
ditahan, atau diperiksa. 
Misalnya pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tapi yang 
ditangkap, ditahan, dan diperiksa adalah B. bberapa hari kemudian penyidik 
menyadari kekeliruannya menahan dan nmemeriksa B. atas kekeliruan 
mengenai orang yang ditahan, ditangkap atau diperiksa, memberi hak 
kepada yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada 
Praperadilan. 
2.4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi 
 Selain kewenangan sebelumnya Praperadilan juga berwenang 
memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, 
keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan 
tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau Rehabilitasi atas 
kekeliuran mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya 
tidak diajukan ke sidang pengadilan. 
2.5. Praperadilan terhadap Tindakan Penyitaan 
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Sehubungan dengan permasalahan hukum ini pada dasarnya, setiap 
upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum mengandung nilai HAM 
yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi dengan seksama dan 
hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang 
berlaku” (due process) dan “hukum yang berlaku” (due to law). Ditinjau dari 
standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa, merupakan 
perampasan HAM atau Hak privasiperseorangan (personel privacy right) 
yang dilakukan penguasa (aparat penegak hukum) dalam melaksanakan 
fungsi peradilan dalam system peradilan pidana (criminal justice system), 
yang dapat diklasifikasikan meliputi: 
 Penangkapan (arrest), 
 Penahanan (detention), 
 Penggeledahan (searching), 
 Penyitaan, perampasan, pembeslahan (seizure). 10 
Sehubungan dengan itu meskipun pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP 
tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeladahan, 
tetapi hanya menyebutkan penangkapan, penahanan, dan penghentian 
penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat “limitatif”. Ternyata Pasal 
83 ayat (3) huruf di KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam 
yurisdiksi substantive Praperadilan. Alasan lain yang mendukung tindakan 
                                                           
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 
2009, hal. 6-7 
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penyitaan termasuk yurisdiksi Praperadilan berkenaan dengan penyitaan 
yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang itu tidak termasuk 
sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus yang seperti ini, pemilik barang 
harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada 
Praperadilan.  
3. Pemohon Praperadilan 
Dalam pengajuan permohonan Praperadilan mengenai sah atau 
tidaknya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, penyitaan atau 
mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan, serta siapa yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau 
rehabiltasi ke Praperadilan maka dapat dikelompokkan alasan yang menjadi 
dasar pengajuan permintaan pemeriksaan Prperadilan dan sekaligus 
dikaitkan dengan yang berhak mengajukan permintaan: 
a. Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya 
Tersangka, keluarganya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan 
tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, 
penggeledahan. Demikian menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak 
mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya 
penangkapan atau penah annan, bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat 
diajukan oleh keluarga atau penasehat hukumnya. Akan tetapi yang diatur 
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dalam pasal 79 KUHAP, hanya meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah 
atau tidaknya penangkapan atau penahanan. 
Dalam hal ini tidak termasuk pengajuan permintaan sah atau tidaknya 
penggeledahan, penyitaan atau pemasukan rumah. Namun mengenai sah 
atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan tyermasuk juga dalam 
kandungan Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 83 ayat (3) huruf d 
KUHAP, sehingga mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan 
penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluargnya atau penasehat 
hukumnya atau orang terhadapa siapa dilakukan penggeledahan atau 
penyitaan. 
b. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan 
Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan dapat 
mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan. Apabila instansi p[enyidik menghentikan pemeriksaan 
penyidikan, dalam Pasal 80 KUHAP memberi hak kepada penuntut umum 
atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan pemeriksaan kepada 
Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. 
Mengenai hak Penuntut umum dalam hal ini merupakan kewajaran 
sebagai prinsip saling mengawasi di antara instansi aparat penegak hukum. 
Tetapi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, tidak dijelaskan lebih 
lanjut dalam undang-undang, dalam penghentian penyidikan.  Secara umum, 
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pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana ialah 
saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. 
Para saksi korban yang paling berkepentingan dalam pemeriksaaan 
tindak pidana sehingga yang dimaksud dengan pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan ialah saksi yang 
langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana. Saksi korbanlah yang 
berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan ke Praperadilan. Pemberian hak yang demikian 
kepada saksi, dapat dianggap memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. 
Sebab, dengan system ini, pengawasan atas penghentian penyidikan bukan 
hanya di tangan penuntut umum saja akan tetapi juga diberikan kepada 
saksi. 
Jika dalam suatu kasus penghentian penyidikan penuntut umum diam 
saja atau penuntut umum dapat menyetujui tindakan penghentian penyidikan, 
dalam hal yang seperti ini peran pengawasan dapat diambil oleh saksi 
dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan kepada Praperadilan. Dengan diberikan hak kepada 
saksi, pengawasan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan telah 
dilapisi undang-undang. 
c. Penyidik atau Pihak Ketiga yang berkepentingan 
Jika dalam penghentian penyidikan penuntut umum atau pihak ketiga 
yang berkepentingan yang tampil pengajukan permintaan pemeriksaan 
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tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dalam penghentian 
penuntutan penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang diberi hak 
untuk mengajukannya. Disini terjadi timbal balik, pada penghentian 
penyidikan, penuntut umum yang diberi hak untuk mengawasi penyidik, 
sedang dalam penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk 
mengawasi. 
Di samping itu, dalam penghentian penuntutan ini pun pengawasan 
yang dilakukan penyidik dilapisi oleh undang undang, dengan jalan memberi 
hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan demikian, sekiranya 
penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan atau penyidik dapat 
menyetujuinya, saksi dapat berperan melakukan pengawasan dengan jalan 
mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau 
tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum. 
d. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya 
Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) KUHAP diterangkan bahwa tersangka, 
ahli warisnya, atau penasehat hukumnya  dapat mengajukan tuntutan ganti 
kerugian kepada Praperadilan atas alasan : 
 Penangkapan atau penahanan yang tidak sah, 
 Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau 
 Karena kekeliuran men genai orang atau hukumyang diterapkan, yang 
perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. 
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e. Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan  Menuntut Ganti 
Kerugian 
Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan 
tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sahnya penghentian 
penyidikan atau sahnya penghentian penghentian penuntutan. Kalau 
praperadilan memutusjan penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan sah, putusan yang mengesahkan penghentian itu memberi 
alasan kepada tersangka alasan kepada tersangka atau pihak ketiga yang 
berkepentingan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada 
Praperadilan. 
Sebaliknya, kalau praperadilan menyatakan penghentian penyidikan 
atau penghentian penuntutan tidak sah, sehingga penyidik atau penuntutan 
dilanjutkan, dengan sendirinya menutup pintu bagi tersangka atau pihak 
ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian. Dalam penghentian 
penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan ganti kerugian dapat 
diajukan tersangka kepada Praperadilan. 
 
4. Proses Pemeriksaan Praperadilan 
Dalam hal proses atau tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan 
diatur oleh KUHAP Bab X, Bagian Kesatu, mulai dari pasal 79 sampai 
dengan Pasal 83. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, telah diatur 
tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan. Dalam 
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hal ini penulis akan menjelaskan tiga sub utama yaitu; Pihak yang berhak 
mengajukan Praperadilan, Pengertian Pihak Ketiga yang berkepentingan, 
dan Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan. 
 
4.1. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan 
Praperadilan adalah suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tak 
terpisah dengan Penadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana 
Praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan 
Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan 
tugas Praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata 
laksana Ketua Pengadilan Negeri. 
Berdasarkan kenyata ini, apapun yang hendak diajukan kepada 
Praperadilan, tidak terlepas dari tubuh pengadilan Negeri. Semua permintaan 
yang diajukan kepada Praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Dalam 
hal ini pengajuan Pemeriksaan permintaan Praperadilan, sebagai berikut: 
a. Permohonan Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh 
Praperadilan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi 
daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeladahan 
atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
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tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan 
atau penuntutan berkedudukan. 
b.  Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan 
Setelah panitera menerima permohonan, deregister dalam perkara 
Praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke Praperadilan, 
dipisahkan registrasinya  dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial 
Praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa. 
c. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera 
Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan 
memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf 
a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, 
hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut pasal 
tersebut dapat dilaksanakan setelah tepat setelah pencatatan dalam register, 
panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera 
menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak 
memeriksa permohonan. Atau kalau ketua Pengadilan Negeri telah 
menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera 
melimpahklan permintaan itu kepada pejabatsatuan tugas tersebut.  
d. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal  
Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidangb Praperadilan adalah 
hakim tunggal. Semua permohonan yang dajukan kepada Praperadilan, 
diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 
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ayat (2), yang berbunyi: Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. 
e.  Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan 
Mengenai tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan, diatur dalam 
Pasal 82 serta pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan yang dimaksud, 
pemeriksaan sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut: 
1) Penetapan hari sidang 3 hari sesudah register. 
2) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan 
panggilan. 
3) Selambat-lambat 7 putusan sudah dijatuhkan.11 
 
5. Bentuk Putusan Praperadilan 
Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. 
Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para 
pihak, dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cepat, guna 
dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Bertitik 
tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan Praperadilan pun 
sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi. 
Oleh karena itu, bentuk putusan Praperadilan cukup sederhana tanpa 
mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undang-
undang. Jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan 
                                                           
11 M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 12-14 
34 
 
penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan 
bentuk putusan Praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan 
pertimbangan yang utuh dan menyeluruh. 
Untuk menjelaskan bentuk putusan Praperadilan, ada beberapa hal 
yang perlu dibicarakan, terutama yang berkenan dengan masalah bentuk 
putusan maupun isi putusan. 
 
5.1. Surat Putusan disatukan dengan Berita Acara 
Bentuk putusan praperadilan tidak diatur secar tegas dalam undang-
undang. Namun dapat ditarik kesimpulan akan pembuatan putusan peradilan  
yang dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara pemeriksaan dari dua 
sumber: 
a. Dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP 
Ketentuan ini menjelaskan proses pemeriksaan sidang Praperadilan 
dengan acara cepat. Ketentuan ini harus diterapkan secara konsisten dengan 
bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaaan singkat dan 
acara pemeriksaan cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses 
pemeriksaan cepat, tiada lain daripada putusan yang dirangkai menjadi satu 
dengan berita acara. 
Sedangkan dalam acara pemeriksaan singkat yang kualitas acara dan 
jenis perkaranya lebih tinggi dari acara pemeriksaan cepat, bentuk dan 
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pembuatan putusan dirangkai bersatu dengan berita acara. Apalagi dalam 
acara cepat, sudah cukup memenuhi kebutuhan apabila bentuk dan 
pembuatan putusannya dirangkaikan dengan berita acara. 
b. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan pasal 96 
ayat (1) KUHAP 
Menurut ketentuan yang dimaksud bentuk putusan Praperadilan, 
berupa “penetapan”. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan 
rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Kelaziman yang 
demikian juga dijumpai dalam putusan perdata. Penetapan yang bersifat 
Volunter secara “exparte” dalam proses perdata adalah bentuk putusan yang 
berupa rangkaian antara berita acara dan isi putusan tidak dibuat secara 
terpisah. Dan memang bentuk putusan Praperadilan, hampir mirip dengan 
putusan volunteer dalam acara perdata. 
Boleh dikatakan, putusan Praperadilan juga bersifat deklarator, yang 
berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, atau penyitaan. Tentu tanpa mengurangi sifat yang 
kondemnator dalam putusan ganti kerugian. Perintah mengeluarkan 
tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak 
sah. Atau perintah yang menyuruh penyidik untuk melanjutkan penyidikan 
apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah. Maupun perintah 
melanjutkan penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah. 
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Atas alasan yang dikemukakan, cukup menjadi dasar, bentuk dan 
perbuatan putusan Praperadilan merupakan penetapan yang memuat 
rangkaian kesatuan anatara berita acara dengan isi putusan. Jadi, putusan 
tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara, sebagaimana 
bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur 
dalam PAsal 203 ayat (3) huruf d KUHAP. 
 
5.2. Isi Putusan Praperadilan 
Penggarisan isi putusan atau penetapan Praperadilan, pada garis 
besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dam ayat (3) KUHAP. Oleh karena 
itu, disamping penetapan Praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan 
hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam 
penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaaan. Aalasan 
permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan 
dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang. 
Sehingga amar penetepan Praperadilan bias berupa pernyataan yang berisi: 
a. Sah atau tidaknya Penangkapan atau Penahanan 
Jika dasar alasan permintaan yang diajukan pemohon berupa 
permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau 
penahanan yang disebut Pasal 79 KUHAP maka amar penetapannya pun 




b. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau penuntutan 
Jika alasan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan 
tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan, berarti amar penetapannya Praperadilan memuat penyataan 
mengenai sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan. 
c. Diterima atau ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi 
Disini pun demikian halnya, jika dasar alasan permintaaan 
pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, berarti amar 
penetapan memuat dikabulkan atau ditolak permintaann ganti kerugian atau 
rehabilitasi. 
d. Perintah Pembebasan dari Tahanan 
Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP. Agar 
penetapan Praperadilan memuat amar yang memerintahkan tersangka 
segera dibebaskan dari tahanan. Amar yang demikian merupakan kemestian 
dalam kasus permintaan pemeriksaan yang berhubungan tentang sah atau 
tidaknya penahanan. 
Jika tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan 
tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau 
penuntut umum, dan praperadilan berpendapat penahanan tidak sah, amar 
putusan Praperadilan harus memuat pernyataan: perintah Penahanan tidak 
sah; dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan. Dengan 
divcantumkan amar yang berisi perintah pembebasan tersangka dari 
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tahanan, penyidik atau penuntut umum harus segera membebaskan 
tersangka dari tahanan. 
e. Perintah melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan 
Beberapa pendapat menyatakan bahwa amar ini tidak mutlak 
dicantumkan dalam penetapan Praperadilan. Dengan alasan adanya 
penetapan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak 
sah, dalam jiwa pernyataan putusan yang demikian sudah terkandung 
perintah yang mewajibkan penyidik melanjutkan penyidikan atau yang 
mewajibkan penuntutan dilanjutkan. 
Karena itu sekiranya Praperadilan menjatuhkan putusan yang 
menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, 
amar penetapan tidak mesti memuat pernyataan yang memerintahkan 
penyidik wajib melanjutkan penyidikan atau amar yang memerintahkan 
penuntut umum melanjutkan penuntutan. Akan tetapi, untuk sempurna serta 
berpedoman pada bunyi rumusan Pasal 82 ayat (3) huruf b, tidak ada 
salahnya mencantumkan amar yang demikian. 
f. Besarnya Ganti Kerugian 
Apabila alasan pemeriksaan Praperadilan beruapa permintaan ganti 
kerugian baik oleh karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, amar 





g. Berisi pernyataan Pemulihan Nama Baik Tersangka 
Mengenai masalah rehabilitasi dapat dilihat dalam uraian yang 
berkenan dengan pembahasan rehabilitasi. Oleh karena itu, amar yang 
dicantumkan dalam putusan Praperadilan yang jika alasan permintaan 
pemeriksaan berhubungan dengan rehabilitasi, amar putusan memuat 
perntaan pemulihan nama baik pemohon jika permohonan dikabulkan. 
h. Memerintahkan Segera mengembalikan Sitaan 
Dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d menjelaskan apanbila alasan 
permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya 
tindakan penyitaan yang dilakuakn oleh penyidik yang disebabkan dalam 
penyitaan ada termasuk benda yang tidak tergolong balat pembuktian. Atau 
samaskali tidak tersangkut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa 
cukup alasan untuk menyatakan benda yang disita tidak termasuk sebagai 
benda alat pembuktian. Putusan Praperadilan harus memuat amar yang 
memerintahkan benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau 
kepada orang dari siapa benda itu disita.12 
 
6. Gugur Pemeriksaan Praperadilan 
Pemeriksaan Praperadilan gugur yaitu pemeriksaan praperadilan 
dihentikan sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan tanpa 
                                                           
12 M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 17-20 
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putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang 
berbunyi: “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan 
belum selesaimaka permintaan tersebut gugur”. Memperhatiakan ketentuan 
tersebut, gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi: 
 Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan 
 Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan 
Praperadilan belum selesai. 
Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan 
Praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, 
sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusa, dengan sendirinya 
permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari 
terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat 
pemeriksaan Praperadilan dihemtikan dengan jalan menggugurkan 
permintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu 
ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan 
memutusnya. 
Praperadilan menjatuhkan putusan baik berupa pernyataan yang 
mengesahkan atau tidak mengesahkan tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik. Dalam tingkat penuntutan masih bisa diajukan permintaan atas 
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alasan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penuntut umum, 
atau penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tetap berhak 
mengajukan permintaanpemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian 
penuntutan yang dialkukan penuntut umum. 
Oleh karena itu dalam suatu kasus perkara, bisa terjadi dua kali 
permintaan pemeriksaan Praperadilan. Bahkan bukan hanya dua kali saja, 
tapi bisa beberapa kali. Umpamanya, kali pertama tersangka mengajukan 
permintaan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Kali yang kedua 
permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang 
dilakukan oleh penyidik. Kali ketiga yang mengajukan permintaan tentang 
sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan penyidik.   Bahkan kali yang 
keempat masih diperkenankan undang-undang untuk mengajukan 
permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang 
dilakukan penuntut umum dalam tingkat penuntutan. 
Dapat disimpulkan bahwa yang menggugurkan hak pemohon 
mengajukan permintaan, hanya ditentukan oleh pemeriksaan perkara yang 
bersangkutan di sidang pengadilan negeri. Apabila perkaranya telah 
diperiksa di sidang Pengadilan Negeri, gugur haknya untuk mengajukan 
permintaaan pemeriksaaan kepada Praperadilan. Demikian pula apabila 
hakim berpendapat tindakan penyitaan tidak sah, hakim dapat segera 
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memerintahkan pengembalian benda trersebut kepada orang yang 
dianggapnya paling berhak. 
Sedang mengenai tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, 
penahanan, penuntutan, dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan 
yang sah atau kerena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan yang perkaranya sudah diajukan dan diperiksa di sidang 
pengadilan, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasar saluran 
Pasal95 ayat (1) jo. Ayat (3) KUHAP. Demikian juga mengenai rehabilitasi 
terhadap perkarayang sudah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui saluran ketentuan 
Pasal 97 KUHAP. 
Jadi, pengguguran permintaan yang disebabkan oleh karena 
perkaranya telah diperiksa di sidang pengadilan negeri. Sama sekali tidak 
mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan. Apa yang tidak bisa 
diperolehnya pada Praperadilan, dapat dialihkan pengajuannya kepada 
Pengadilan Negeri. Akan tetapi, proses Dan tata caranya semakin panjang. 
Terutama mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, 
pengajuannya baru diperkenankan undang-undang, setelah lebih dulu 
perkaranya diputus dan putusan itu sendiri telah memperoleh kekuatan 
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hukum tetap. Sedang jika hal itu diajukan kepada Praperadilan, maka 
prosesnya akan lebih singkat dan lebih cepat. 
7. Upaya Banding Dan Kasasi Atas Putusan Praperadilan 
Tinjauan tentang masalah upaya hukum terhadap putusan 
Praperadilan, Mungkin bisa menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama 
mengenai upaya hukum yang menyangkut permintaan pemeriksaan kasasi. 
Terhadap putusan Praperadilan, dapat dimintakan permohonan kasasi 
kepada Mahkamah Agung . Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan 
karena undang-undang tidak memberi penegesan yang jelas tentang hal ini. 
Lain halnya dengan upaya banding, Pasal 83 KUHAP telah memberi 
penegasan yang jelas, sehingga para pencari keadilan maupun praktisi 
hukum, sudah mengetahui dengan terang putusan mana yang dapat 
dimintakanpemeriksaan banding. 
7.1. Putusan Praperadilan yang Tidak Dapat Dibanding 
Tidak semus putusan Praperadilan dapat diminta banding. Sebaliknya 
pula, tidak seluruhnya putusan Praperadilan tidak dapat diminta pemeriksaan 
banding. Demikian menuirut ketentuan Pasal 83 KUHAP. Dalam pasal inilah 
ditentukan putusan yang menyangkut kasus mana yang dapat disbanding, 
dan yang tidak dapat diajukan permintaan banding. 
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Dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “terhadap putusan 
Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, 
dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.” Berdasar Pasal tersebut, 
ditentukan putusan Praperadilan yang menyangkut kasus mana yang tidak 
dapat dimintakan pemeriksaan banding. Boleh dikatakan, hamper semua 
jenis putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Terhadap 
putusan Praperadilan tidak dapat diajukan permintaan banding. Hal ini sesuai 
assa acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan Praperadila, dilakukan 
dengan “acara cepaty”. 
Demikian juga dari segi tujuan pelembagaan Praperadilan untuk 
mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relative 
singkat. Sekiranya terhadap putusan Praperadilan diperkenankan upaya 
banding, hal itu tidak sejalan dengan sifat dan tujuan maupun dengan cirinya, 
yakni dalam waktu yang singkat putusan dan kepastian hukum sudah dapat 
diwujudkan. 
Lagipula jika ditinjau kewenangan Praperadilan bertujuan memberi 
pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat 
penyidik dan penuntut umum, pada hakekatnya apa yang diperiksa dan dan 
diputuskan praperadilan adalah di luar ruang lingkup perkara pidana. 
Praperadilan tidak berwenang memeriksa perkara pidana. Yang diperiksa 
dan diputus terbatas mengenai tindakan aparat penyidik dan penuntut umum 
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terhadap tersangka selama pemeriksan perkara berlangsung pada instansi 
yang bersangkutan.13 
Mengenai putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan 
pemeriksaan banding, telah disebut satu per satu dalam pasal 83 ayat (1) 
KUHAp yakni putusan Praperadilan yang menyangkut jenis kasus yang 
disebut dalam Pasal 79, Pasal 80< dan pasal 81 KUHAP. 
a. Penetapan Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan 
Putusan yang berisi penetapan tentang sah atau tidaknya 
penangkapan atau penahanan yang dimaksud dalam Pasal 79 KUHAP 
disebut tentang sah atau tidaknya penggeledahan atau penyitaan. 
Tampaknya, pembuat undang-undang kurang komnsistem dalam hal ini. 
Padahal kalau diikuti lebih lanjut kewenangan Praperadilan sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, kewenangan Praperadilan 
termasuk meliputi memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian yang 
diakibatkan oleh tindakan pemasukan rumah, penggeladahan dan penyitaan 
yang tidak sah menurut hukum. 
Jika demikian, kewenangan praperadilan bukan hanya meliputi tentang 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pemasukan  rumah, penggeledahan, 
dan penyitaan. Seandainya tersangka atau keluarganya mengajukan 
permintaan pemeriksaan terhadap Praperadilan tentang sah atau tidaknya 
pe,asukan rumah, penggeledahan, atau penyitaan, praperadilan harus 
                                                           
13 M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 23 
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memeriksa dan memutusnya. Terhadap putusan Praperadilan yang berkenan 
dengan sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan atau 
penyitaan, tidak dapat diajukan permintaan banding. 
b. Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 
Putusan lain yang tidak dapat diajukan permintaan banding ialah 
putusan yang berkenan dengan kasus permintaan ganti kerugian dan 
rehabilitasi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 81 KUHAP. Wewenang 
Praperadilan meliputi pemeriksaan tuntutan ganti kerugian berdasar alasan 
Pasal 95 KUHAP. Juga berwenang memeriksa permintaan rehabilitasi 
berdasar alasan yang ditentukan dalam Pasal 97 KUHAP. Tuntutan atau 
permintaan ganti kerugian maupun permintaan rehabilitasi dapat diajukan 
pemohon kepada Praperadilan atas alasan tidak sahnya penangkapan, 
penahanan, atau sahnya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan. 
Namun disini pun, permintaan ganti kerugian dan rehabiltasi yang 
disebut dalam Pasal 81 KUHAP ini harus disejajarkan meliputi alasan 
permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 95 dan 97 
KUHAP. Bukan hanya permintaan ganti kerugian dan Rehabilitasi yabg 
didasarkan alasan penagkapan atau penahanan saja, tetapi meliputi alasan 





7.2. Putusan Praperadilan yang Dapat Dibanding 
Mengenai putusan Praperadilan yang dapat diminta banding kepada 
Pengadilan Tinggi. Diatur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP. Putusan 
Praperadilan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau 
penuntutan saja yang dapat diajukan permintaan banding. Pasal 83 ayat (2) 
membedakan anatara putusan yang “memgesahkan “ dan “tidak 
mengesahkan” penghentian penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu tidak 
terhadap semua putusan Praperadilan yang berkenan dengan sah atau 
tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan 
pemeriksaan banding.  Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (2): 
 Terhadap putusan yang mengesahkan “sahnya” penghentian 
penyidikan atau penuntutan “tidak dapat” diajukan permintaan 
banding. 
 Terhadap putusan yang menetapkan tentang “tidak sahnya” 
penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat diajukan permintaan 
bandning. 
 Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding 
tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, 




Demikian ketentuan yang digariskan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Tidak 
terhadap semua putusan Praperadilan yang menyangkut sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan atau penututan dapat diajukan perm,intaan banding . 
hanya terbatas mengenai putusan yang berisi penetapan tentang “Tidak 
sahnya” pen ghentian penyidikan atau penuntutan. Disamping itu, putusan 
Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ini  adalah merupakan putusan akhir 
bukan putusan tingkat terakhir. 
Sifat putusan akhir berarti putusan yang diambil sudah final. 
Terhadapnya tidak lagi dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi. Lain 
halnya jika sifat putusan itu masih bertaraf putusan tingkat terakhir, 
terhadapnya masih dapoat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi.Oleh 
Karena pasal 83 ayat (2)KUHAP telah menetukan  Pengadilan Tinggi 
bertindak memeriksa dan memutus tidak sahnya ponghentian penyidikan 
atau penuntutan dalam bentuk putusan akhir terhadap putusan Praperadilan 
yang berisi penetapan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau 
penuntutan sebagai upaya banding. Lebih tepat jika upaya hukum ini disebut 
“perlawanan” atau verzet, yakni perlawanan terhadap penetapan 
praperadilan tentang tidak sahnhya penghentian penyidikan atau penuntutan. 
Sebab, jika upaya hukum itu sebagai upaya banding, sifat putusan 
Pengadilan Tinggi bukan putusan akhir, tetapi seharusnya putusan tingkat 
terakhir, sehingga tidak tertutup kemunbgkinan untuk mengajukan 
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permintaan kasasi. Nayatanya Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah menetapkan 
secara tegas sifat putusan Pengadilan Tinggi dalam hal ini sebagai putusan 
akhir , dan telah menutup kemingkinan mengajukan permintaan kasasi. Oleh 
karena itu lebih tepat upaya hukum dalam proses ini disejajarkan dengan 
upaya perlawanan terhadap putusan Praperadilan tentang tidak sahnya 
penghentian penyidikan atau penuntutan.14 
Hal yang penting juga diperhatikan mengenai hubungan Pasal 83 ayat 
(1) dengan ayat (2) KUHAP menjelaskan, putusan Praperadilan yang tidak 
dapat dimintakan pemeriksaan banding, pemeriksaan banding termasuk 
putusan yang dimaksud dalam pasal 80  KUHAP dimana penetapan 
mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang 
berarti jika an sich bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) , putusan 
praperadilan tentang sah atau tidaknya  penghentian penyidikan atau 
penuntutan tidak dapat dimintakan permintaan banding. Karena Pasal 83 
ayat (1) KUHAP telah menegaskan putusan Praperadilan dalam hal 
sebagaimana dimaksud Pasal 79, 80, 81 tidak dapat dimintakan 
pemeriksaan. Padahal nyatanya Pasal 83 ayat (2) KUHAP , 
memperkenankan permintaan banding ke pengadilan Tinggi atas putusan 
Praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.  
 
                                                           
14 M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 25 
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7.3. Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan 
Mengenai permintaan Kasasi terhadap putusan Praperadilan para 
pakar berbeda pendapat, ada yang menyatakantidak dapat dikasasi adapula 
dengan cukup alasan untuk memperkenankan poermintaan kasasi untuk 
putusan praperadilan. Barangkali sumber selisih pendapat ini terjadi bertitik 
tolak tentang materi yang diperiksa dan diputus lembaga praperadilan. Bukan 
“materi perkara pidana”. Sedang menurut Pasal 244 KUHAP, permintaan 
kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk 
“putusan perkara pidana”. Oleh karena putusan Praperadilan bukan 
mengenai perkara pidana, akan tetapi hanya mengenai sah atau tidaknya 
tindakan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan atau 
penuntutan, berarti putusan Praperadilan benar-benar berada di luar ruang 
lingkup Pasal 244 KUHAP. 
Akan tetapi ada yang mempersoalkan bukan dari segi materi putusan. 
Mereka bertitik tolak dari pengertian fungsi yustisial. Ditinjau dari segi fungsi 
ystisial, setiap pemeriksdaan dan putusan yang dijatuhkan badan peradilan, 
dengan sendirinya termasuk tindakan yustisial. Setiap putusan yang 
dijatuhkan badan peradilan tanpa mempersoalkan bentuk dan materi putusan 
adalah tindakan penyelesaian fungsi peradilan atau fungsi yustisial. Lain 
halnya jika tindakan badan pengadilan itu tidak dituangkan dalam bentuk  
putusan atau penetapan. Tindakan yang seperti itu belum dapat disebut 
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tindakan yustisial. Paling dapat disebut tindakan pelaksanaan administrasi 
yustisial. 
Oleh karena Praperadilan dalam memeriksa hal-hal yang termasuk ke 
dalam bidang kewenangannya menjatuhkan putusan yang berbentuk 
penetapan, tindakan itu tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi yustisial. 
Sehingga, penetapan yang dijatuhlkan Praperadilan, tercakup dalam 
pengertian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 tahun 1970. 
Penjelasan tersebut menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang 
diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di 
dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi 
volunter”. Jika terhadap putusan pengadilan  yang bersifat volunteer dapat 
diajukan permintaan kasasi, maka cukup dasar alasan memperbolehkan 
pengajuan permintaan kasasi atas putusan Praperadilan. 
Sekalipun kita beranggapan, penetapan Praperadilan bukan 
menyangkut pemeriksaan materi perkara pidana, namun penetapan itu tidak 
bisa dipisahkan dengan fungsi yustisial. Dan di dalam setiap tindakan 
pelaksanaan fungsi yustisial, tidak bisa terlepas dari pengawasan dan koreksi 




Walaupun yang diperiksa hanya terbatas menyangkut sah atau 
tidaknya tindakan aparat penyidik atau penuntut umum atau tuntutan ganti 
kerugian maupun rehabilitasi, pemeriksaan dan putusan yang diambil tidak 
terlepas dari masalah penerapan hukum dan atat cara mengadili. Jika, 
demikian halnya, perlu ada pengawasan dan badan yang bertindak 
melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan penerapan hukummaupun 
atas kelalaian melaksanakan cara mengadili sesuai dengan yang digariskan 
undang-undang. Oleh karena itu, pengawasan dan koreksi atas putusan 
praperadilan tidak dapat dilakukan Pengadilan tinggi, wajar dan pengawasan 
koreksi itu langsung diminta kepada Mahkamah agung sebab Pasal 83 ayat 
(1) KUHAP tidak membuaka kemungkinan bagi pengadilan tinggi melakukan 
pengawasan dan koreksi, sebaiknya hal itu diberikan kepada mahkamah 
agung. 
Peradilan tertinggi, mahkamah agung lebih cenderung pada pendirian, 
tidak memperkenankan permintaan kasasi atas putusan Praperadilan. Untuk 
mengetahui jalan pikiran Mahkamah agung, dapat dilihast ungkapan 
pertimbangan yang tertuang dalam salah satu putusan tanggal 29 Maret 
1983, No. 227/K/KR/1982 daari putusan ini dapat disadur pertimbangan 
sebagai berikut15: 
                                                           
15 M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 26 
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 Mahkamah Agung berpendapat, terhadap putusan-putusan 
Praperadilan tidak dimungkinkan permintaan kasasi, Karen 
akeharusan cepat perkaraPraperadilan tidak akan terpenuhi jika 
masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi, 
 Wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Praperadilan, 
dimaksudkan hanya sebagai wewenang pengawasan secara 
horizontal terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya. 
 Dalam Pasal 244 KUHAP, tidak membuka kemungkinan melakukan 
pemeriksaan kasasi terhadap putusan Praperadilan, karena 
pemeriksaan kasasi yang diatur Pasal 244 KUHAP hanya mengenai 
putusan perkara pidana yang benar-benar diperiksa dan diputus 
Pengadilan Negeri atau Pengadilan selain dari Mahkamah Agung, 
 Menurut hukum acara Pidana, baik mengenai pihak-pihak maupun 
acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika 
dibandingkan dalam pemeriksaan Praperadilan. 
 Dari pertimbangan dimaksud, dapat dilihat pendirian, permintaan 
kasasi terhadap putusan Praperadilan “tidak dapat diterima”. Pendirian yang 
seperti ini dapat juga dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Mei 
1984, Reg. No. 680 K/Pid/1983. Salah satu bagian pertimbangannya 
berbunyi: bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan-putusan 
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Praperadilan tidak ndapat dimintakan kasasi, sehingga pemohon kasasi dari 
pemohon kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
Dari bunyi pertimbangan ini, makin memperjelas pendirian Mahkamah 
Agung, permintaan kasasi terhadap putusan Praperadilan tidak 
dimungkinkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima, Bahkan pendirian itu 
sudah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Sehingga mau 
tidak mau praktek peradilan terpaksa menyesuaikan diri dengan pendirian 
tersebut. 
 
C. Lembaga Swadaya Masyarakat 
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat 
Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah 
organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang 
secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 
tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Kalau kita 
coba meninjamnya secara bahasa, mengacu kepada Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI),swadaya berarti kekuatan/tenaga sendiri. Menurut 
peraturan LSM masuk dalam kategori Organisasi Kemasyarakatan yang 
mungkin tercakup dalam UU No. 8 Tahun 1985 dan PP No. 18 Tahun 1986. 
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LSM sebagai suatu organisasi, khususnya organisasi non laba / non 
profit, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ormas, koperasi partai, bahkan 
dengan perusahaan. Sebagai suatu organisasi maka apa yang diharapkan 
adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk 
mencapai tujuannya tersebut maka organisasi perlu dikelola dengan baik. 
Perjalanan LSM di Indonesia pada awal kemunculannya melalui perspektif 
sejarah dan mengacu pada pembagian generasi, ada yang berpendapat 
bahwa cikal-bakal LSM di Indonesia telah ada sejak pra-kemerdekaan. Lahir 
dalam bentuk lembaga keagamaan yang sifatnya sosial/amal. LSM di 
Indonesia dalam praktiknya juga masih terkungkung dalam wacana 
pembagunanisme (developmentalisme) yang tidak kritis terhadap masalah-
masalah ketimpangan struktural, kelangkaan partisipasi, dan ketergantungan 
terhadap kekuatan diluar.  
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah kekuatan 
tersendiri dalam model tiga sektor (three sector model), yang terdiri dari 
pemerintah sebagai Sektor Pertama, Dunia Usaha sebagai Sektor Kedua dan 
lembaga voluntir. Sebagai Sektor Ketiga, LSM berkedudukan sebagai 
lembaga penengah yang menengahi pemerintah dan warga negara. Kerap 
kali, LSM memang harus bersikap kritis terhadap pemerintah, tetapi 
adakalanya LSM bertindak pula sebagai penjelas kebijaksanaan pemerintah. 
Sikap kritis itu hendaknya dipahami, karena LSM itu memang tumbuh 
sebagai kekuatan pengimbang, baik terhadap pemerintah maupun swasta. 
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Kekuatan pengimbang ini diperlukan agar mekanisme demokrasi dapat 
bekerja. Selain itu, LSM tidak mesti dapat dinilai sebagai kekuatan oposan, 
karena LSM adalah dua mitra pemerintah dan masyarakat dalam 
pembangunan.16 
2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat 
Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bentuk 
dari kesadaran  partisipsi masyarakat dalam pembangunan. Pada awalnya 
fungsi yang diperankan oleh LSM adalah melakukan kontrol sosial serta 
membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap 
kebijakan pembangunan. 
Seiring dengan muncul dan tumbuhnya semangat demokrasi dan 
kesadaran kolektif baik pada kalangan pemerintah maupun masyarakat luas 
maka keberadaan dan peran LSM tidak bisa diabaikan. Fungsi dan peran 
LSM tidak lagi hanya melakukan kontrol sosial dan membangun sikap kritis 
masyarakat, tetapi yang lebih strategis adalah melakukan fungsi sebagai 
fasilitator serta menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat itu 
sendiri dalam menjalankan program-program pembangunan kepada 
masyarakat terkhusus dalam penegakan hukum. Dari sini dapat dilihat bahwa 
                                                           





penting bagi pemerintah melakukan upaya sinergi bersama LSM guna 
memberdayakan masyarakat dalam proses penegakan hukum di Negara kita. 
Peran LSM dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu 
melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan pemerintah 
dan masyarakat, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran 
lainnya adalah advokasi (advocacy) yang ditujukan sebagi korelasi atas 
penyimpangan-penyimpangan, sedangkan misi pokoknya bagaimana 
membuat masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan 
semuanya untuk diurus oleh pemerintah. Artinya LSM menjadi rekan kerja 
pemerintah. 
Secara operasional, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat 
dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah yang sudah ada 
dimasyarakat serta LSM. Disini LSM manempatkan diri sebagai pendamping 
(fasilitator dan motivator) yang bersifat komplementer terhadap program-
program pemerintah yang tentunya salah satu program yaitu dalam 
Penegakan Hukum positif Indonesia itu sendiri terkhusus dalam pengawasan 
Praperadilan dan Peradilan yang dijalankan oleh aparat hukum. Yang 
membedakan keduanya adalah strategi dan pendekatan yang dipakai, 
kegiatan pemerintah pada umumnya bersifat masal, parsial dan kurang 
memperhatikan unsur partisipasi, sedangkan kegiatan LSM umumnya 
bersifat terbatas, namun menyeluruh, mencakup persiapan social, politik dan 
hukum dan pembinaan kelompok segara intensif. 
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Jadi antara pemerintah dan LSM harus saling berkerjasama karena 
masing-masing memiliki fungsi yang saling mendukung agar proses 
pemberdayaan masyarakat dan terkhusus terhadap penegakan hukum dapat 
baerjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Sedangkan menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna 
mengidentifikasi empat peranan yang dapat dimainkan oleh LSM dalam 
sebuah Negara yaitu: 
1) Katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan mengangkat 
sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah 
kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan 
negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan 
eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. 
2) Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, 
bahkan bila perlu melakukan protes. Hal itu dilakukan karena bisa saja 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang 
dilakukan pejabat negara dan kalangan business. 
3) Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini 
dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban 
kekerasan itu. Kalangan LSM muncul secara aktif untuk melakukan 
pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan. 
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4) Implementasi program pelayanan. LSM dapat menempatkan diri sebagai 
lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.17 
Jadi secara singkat  dapat dikategorikan peran LSM menjadi dua 
kelompok Pertama, peranan dalam bidang non politik, yaitu berupa 
pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Kedua, peranan 
dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga 
masyarakat dengan negara atau pemerintah.  
 
3. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pihak Ketiga 
Mengenai pengertian Pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 1 
butir 10 dan pasal 77 KUHAP, menimbulkan perbedaan penafsiran dalam 
penerapan. Ada yang menafsirkan secara sempit hanya terbatas pada saksi 
korban tindak pidana atau pelapor. Dalam hal ini pengertian pihak ketiga 
yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas, tidak terbatas hanya 
saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada dasarnya penyelesaian tindak 
pidana, menyangkut kepentingan umum. Apabila bobot kepentingan umum 
dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan 
proposional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh 
                                                           




LSM atau organisasi kemasyrakatan untuk mengajukan kepada Praperadilan 
atas penghentian penyidikan atau penuntutan. 
Jika ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi perkataan “pihak ketiga 
yang berkepentingan” yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHAP, 
dikategorikan istilah yang mengandung  “pengertian luas” (broad term) atau 
“kurang jelas pengertiannya” (unplain meaning). Menghadapi rumusan yang 
seperti itu, diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang actual (to 
discover the actual meaning). Cara yang dianggap mampu member 
pengertian yang tepat dan actual, mengaitkannya dengan unsure “kehendak 
pembuat undang-undang” (legislative purpose) dan kehendak publik” (public 
purpose).18 
Jika tujuan mempraperadilankan penghentian penyidikan atau 
penuntutan untuk “mengoreksi” atau “mengawasi” kemungkinan kekeliruan 
maupun kesewenangan atas penghentian  itu secara horizontal, cukup 
alasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan 
kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi 
masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. 
Menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas 
sangat bermanfaant untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun 
penuntutan yang dilakukan penuntut umum. 
                                                           
18 M. Yahya Harahap, ibid, hal. 11 
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Dalam tindak pidana korupsi. Penyidikan dilakukan penuntut umu, 
lantas penyidikan dihentikan. Pelapor tidak peduli atas penghentian atau 
besar kemungkinan pelapor  tidak atau tersembunyi. Sedang penyidik Polri 
tidak berhak mengajukan kepada Praperadilan. Penuntut umum sebagai 
penyidik, tidak mungkin mengajukan kepada Praperadilan atas penghentian 
itu, karena hal itu mencemarkan dirinya sendiri. Dalam peistiwa yang seperti 
itu Pasal 80 KUHAP tidak mampu member jalan keluar jika pengertian pihak 
ketiga yang berkepentingan ditafsirkan dan diterapkan secara sempit. 






A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian skripsi ini, maka dipilih 
lokasi penelitian di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar dan 
Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Makassar serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) itru sendiri, dimana sesuai dengan permasalahan di lokasi 
ini telah ada beberapa pelaksanaan akan Hak Lembaga Swadaya 
masyarakat dalam mengajukan Praperadilan. Dengan melakukan penelitian 
pada lokasi tersebut akan sangat memudahkan penulis untuk mengakses 
data dan referensi sebanyak-banyaknya demi kelancaran penulisan skripsi 
ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis mengklarifikasi jenis dan sumber data 
sebagai berikut: 
1.  Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian 
lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar, wawancara terhadap pengurus 
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Lembaga bantuan Hukum di Makassar, dan wawancara terhadap 
pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat. 
2.  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan (Library Research) dengan mempelajari buku-
buku,dokumen, jurnal, dan literatur-literatur lain yang berhubungan 
dengan Praperadilan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
  Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
  Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data dengan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, 
jurnal-jurnal ilmiah, serta data yang terdapat di Pengadilan Negeri Makassar 
serta di Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
berkaitan dengan Masalah yang dibahas dengan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
  Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, 
yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab secara langsung 
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kepada responden yaitu hakim Pengadilan negeri Makassar dan pengurus 
Lembaga Swadaya Masyarakat serta Lembaga Bantuan Hukum 
D. Teknik Analisis Data 
  Data yang diperoleh atau berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian baik berupa data primer maupun sekunder, dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskr iptif, yaitu dengan 
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada dasarnya, eksistensi lembaga praperadilan diatur dalam Bab I 
Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 
83 KUHAP. Menurut etimologinya, praperadilan terdiri dari dua suku kata, 
yaitu pra dan peradilan. Kata “pra” itu sendiri diartikan sebelum, sedangkan 
kata “peradilan” diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, 
saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari 
kebenaran materil.19 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
praperadilan diartikan sebagai proses pemeriksaan voluntair yang dilakukan 
sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. 
Adapun yang dimaksud dengan pokok perkara dalam hal ini adalah suatu 
dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam 
tahap penyidikan atau penuntutan.20 
Di Amerika Serikat, istilah praperadilan lebih dikenal dengan istilah pre 
trial. Namun terdapat perbedaan antara lembaga praperadilan dengan 
lembaga pre trial. Dalam lembaga pre trial memiliki kewenangan untuk 
meneliti ada atau tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukn 
                                                           
19 H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto, Praperadilan , Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989, 
hal. 25 
20 Darwan Prinst, Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1993, hal. 1 
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suatu penuntutan terhadap suatu perkara pidana didepan pengadilan. 
Sementara itu, ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang 
telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, 
yaitu sebagai berikut : 
1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan 
penahan; 
2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan 
atau penghentian penuntutan; 
3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi 
seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan 
atau penuntutan; 
4. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang 
diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau 
penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan 
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum 
yang diterapkan; 
5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh 
tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan 
berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau 
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hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan 
Negeri.21 
Berdasarkan ruang lingkup kewenangan tersebut maka pada 
dasarnya, lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan 
pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh 
instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut 
umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk 
meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of 
power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Adapun tujuan yang 
ingin dicapai dari pengawasan horisontal dari lembaga praperadilan tersebut 
adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk 
menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada 
kerangka due process of law.22 Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, SH, MH 
dijelaskan bahwa fungsi pengawasan horisontal terhadap proses 
pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan 
tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana 
terpadu.23 
                                                           
21 S. Tanubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: Alumni, 1983, hal. 74 
22 R. Soeparmono, Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP, 
Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 15-17 
23 Loebby Loqman, Pra-Peradilan Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hal. 20 
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Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan 
tersebut pada dasarnya identik dengan lembaga Rechter Commisaris yang 
terdapat di Belanda atau lembaga Judge d’Instruction yang terdapat di 
Perancis.24 Kedua lembaga yang muncul dari sistem hukum civil law tersebut 
memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas sah atau tidaknya upaya 
paksa. Sedangkan dalam sistem common law system, lembaga praperadilan 
identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang 
menerapkan prinsip Habeas Corpus yang pada dasarnya menjelaskan 
bahwa dalam masyarakat beradab maka pemerintah harus selalu menjamin 
hak kemerdekaan seseorang.25 
A. Penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pihak yang 
dapat mengajukan Praperadilan 
Pada dasarnya, istilah pihak ketiga yang berkepentingan ini diatur 
secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang menerangkan bahwa 
permintaan untuk melakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak sahnya 
penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SKPP) dapat 
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan-alasan 
yang menjadi dasar permintaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka 
                                                           
24 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 183-184 
25 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat: 
Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Jakarta: 
Djambatan, 2005, hal. 25 
69 
 
dapat disimpulkan terdapat dua hal pokok yang menjadi dasar alasan bagi 
pihak ketiga yang berkepentingan untuk dapat mengajukan upaya 
praperadilan, yaitu adanya tindakan penghentian penyidikan oleh pihak 
penyidik atau adanya tindakan penghentian penuntutan oleh pihak penuntut 
umum. 
Penghentian penyidikan merupakan suatu tindakan dari penyidik untuk 
tidak melanjutkan proses pemeriksaan atas suatu perkara tindak pidana yang 
sedang ditanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.26 Menurut pasal 
109 ayat (2) KUHAP juncto Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan 
Tindak Pidana Kepolisian Republik Indonesia telah dijelaskan bahwa proses 
penyidikan atas suatu perkara pidana dapat dihentikan dengan didasarkan 
pada alasan-alasan sebagai berikut : 
 Tidak terdapatnya bukti yang cukup 
 Peristiwa yang dilakukan penyidikan tersebut bukan merupakan tindak 
pidana 
 Penyidikan dihentikan demi hukum dengan alasan sebagai berikut: 
1. Tersangka meninggal dunia 
2. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa 
3. Pengaduan dicabut bagi delik aduan 
                                                           
26 Darwan Prinst, Op.Cit., hal. 22 
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4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang 
berkekuatan hukum  yang tetap dan pasti. 
Dalam hal penyidik telah menghentikan penyidikan maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidik memberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Oleh sebab 
itu, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut memberikan jaminan kepastian 
hukum bagi tersangka.27 
Penghentian penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk 
tidak melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan dengan didasarkan pada 
alasan-alasan yang sah untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.28 
Menurut Pasal 140 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa penuntutan terhadap 
suatu tindak pidana dapat dihentikan dengan didasarkan pada alasan-alasan 
sebagai berikut : 
 Tidak terdapat cukup bukti 
 Peristiwa yang yang dituntut tersebut bukan merupakan tindak pidana 
 Perkara ditutup demi hukum, dengan didasarkan pada alasan 
penuntutan sudah daluarsa, adanya putusan hakim yang sudah 
                                                           




berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem) dan tidak adanya 
pengaduan dalam hal tindak pidana aduan.29 
Ditinjau dari sudut subyeknya, maka permohonan praperadilan 
mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu : 
 Penyidik 
 Penuntut umum 
 Pihak ketiga yang berkepentingan 
Terkait dengan perihal subyek tersebut maka KUHAP hanya 
memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang siapa yang dimaksud 
dengan penyidik dan penuntut umum. Namun sebaliknya, walaupun KUHAP 
hanya memberikan rekognisi mengenai adanya pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam ketentuan Pasal 80, tetapi KUHAP tidak memberikan 
interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai 
pihak ketiga yang berkepentingan. 
Dalam hal ini sama skali tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-
undang dalam penghentian penyidikan, sehingga penafsiran/interpretasi 
terhadapnya bermacam-macam. Adapun berbagai penafsiran/interpretasi 
sebagai berikut; 
                                                           
29 Darwan Prinst, Ibid., hal. 29 
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1. Pihak Ketiga yang berkepentingan adalah saksi yang menjadi 
Korban 
Dalam hal ini para saksi korbanlah yang paling berkepentingan dalam 
pemeriksaan tindak pidana sehingga yang dimaksud pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan ialah saksi yang 
langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana. Saksi korbanlah yang 
berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan ke Praperadilan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar Muhammad Damis, S.H., M.H.; “Dalam kenyataannya Interpretasi 
Hakim terhadap Pihak Ketiga yang berkepentingan sebelum adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X/2012 mengenai Pihak yang dapat 
mengajukan Praperadilan hanya terbatas kepada saksi korban saja sehingga 
yang berhak mengajukan Praperadilan hanya diberikan kepada Saksi 
Korban”.30  Hal tersebut juga dipertegas oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, 
Muhammad Alim, S.H., M.H.; “Sebelum adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut LSM tidak dapat dikatakan pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam mengajukan Praperadilan yang menjadi putusan 
Majelis hakim tentunya adalah Pihak saksi korbanlah yang dapat mengajukan 
Praperadilan meskipun menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan 
                                                           
30 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Februari 2014 Pukul 09.35 WITA. 
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Undang-Undang Dasar 194531, yang di Bagian Sub bab selanjutnya Penulis 
akan menjelaskan lebih jelas lagi. Secara Asas Legalitas Pihak selain saksi 
korban samaskali tidak dapat dikategorikan Pihak Ketiga yang 
berkepentingan karena secara legal tidak dapat memberikan alasan yang 
tepat atas pengajuan Praperadilannya. 
Pemberian hak yang demikian kepada saksi, dapat dianggap 
memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. Sebab dengan system ini, 
pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya di tangan penuntut 
umum saja akan tetapi juga diberikan kepada saksi yang mengalami 
langsung suatu peristiwa pidana. Hak ini tidak diberikan kepada pihak lain 
disebabkan karena ditakutkan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam 
suatu peristiwa pidana tidak mengetahui situasi dan kondisi peristiwa pidana 
sebenarnya yang justru dapat mempersulit ditegakkan hukum pidana formil 
maupun materil. 
Jika dalam satu kasus penghentian penyidikan penuntut umum diam 
saja atau penuntut umum dapat menyetujui tindakan penghentian penyidikan, 
dalam hal yang seperti peran pengawasan dapat diambil oleh saksi korban 
sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan jalan mengajukan 
permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada 
                                                           




praperadilan. Dengan diberikannya hak kepada saksi, pengawasan tentang 
sah atau tidaknya penghentian penyidikan telah dilapisi undang-undang.32 
Dan jika mengacu pada ketentuan Pasal 80 KUHAP, maka telah 
ditentukan secara limitatife pihak yang dapat mengajukan praperadilan 
terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yaitu 
penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam 
hal ini saksi korban.33 
2. Pihak Ketiga yang berkepentingan adalah Pihak Pelapor suatu 
tindak pidana 
  Sama halnya dengan Saksi Korban yang diintrepretasikan sebagai 
pihak ketiga yang berkepentingan, Pelapor juga secara logika yang 
sederhana juga dapat dikatakan pihak ketiga yang berkepentingan yang 
dapat diberikan haknya untuk mengajukan praperadilan mengenai sah atau 
tidaknya penghentian penyidikan. Dalam suatu kasus apapun ketika 
dihentikan penyidikannya atau tidak dilanjutkannya penuntututan maka yang 
paling keberatan tentunya pihak yang melaporkan suatu dugaan tindak 
pidana. 
                                                           
32 Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal.  
33 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 08/Pid/PRA/2013/PN.Makassar hal. 35 
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Jika pihak pelapor memiliki alasan atau dasar yang kuat akan suatu 
dugaan tindak pidana yang kemudian dihentikan penyidikannya maka sangat 
pantaslah pihak pelapor ini mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau 
tidaknya penghentian penyidikan ini. 
Siapa sebenarnya yang dapat menjadi pihak pelapor tentunya patut 
kita ketahui semua bahwa pihak pelapor ini merupakan pihak yang bisa juga 
adalah saksi korban, atau keluarga, bahkan kuasa hukum dari saksi korban 
tersebut. Dan juga dalam hal ini jika dikaitkan dengan hak Lembaga Swadaya 
Masyarakat maka dalam beberapa kasus LSM juga dapat menjadi pihak 
pelapor yang mengajukan praperadilan. 
3. Pihak ketiga yang berkepentingan dapat juga diartikan sebagai 
masyarakat luas yang diwakili oleh LSM. 
Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak terbatas hanya 
saksi korban dan pelapor tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada dasarnya penyelesaian suatu tindak 
pidana merupakan suatu kepentingan umum (public Interest). Apabila bobot 
kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, 
sangat layak dan proposional untuk memberi hak kepada masyarakat umum 
yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyrakatan untuk mengajukan 
kepada praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan. 
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Jika ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi perkataan “pihak ketiga 
yang berkepentingan” yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHAP, 
dikategorikan istilah yang mengandung “pengertian luas” (board term) atau 
kurang jelas pengertiannya (unplan meaning). Menghadapi rumusan yang 
seperti itu, diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang actual (to 
discover the actual meaning). Cara yang dianggap mampu memberi 
pengertian yang tepat dan actual, mengaitkannya dengan unsure “kehendak 
pembuat undang-undang” (legislative purpose) dan kehendak publik (public 
purpose).34 
Jika tujuan mempraperadilankan penghentian penyidikan atau 
penuntutan untuk “mengoreksi” atau “mengawasi” kemungkinan kekeliruan 
maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan 
untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak 
publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi 
masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. 
Menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas 
sangat bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun 
penuntutan yang dilakukan penuntut umum. 
Dalam tindak pidana korupsi misalnya, penyidikan dilakukan oleh 
penuntut umum, lantas penyidikan dihentikan. Pelapor tidak peduli atas 
                                                           
34 M. Yahya Harahap, ibid, hal. 11 
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penghentian atau besar kemungkinan pelapor tidak diketahui atau 
tersembunyi. Sedang penyidik polri tidak berhak mengajukan praperadilan. 
Penuntut umum sebagai penyidik, tidak mungkin mengajukan kepada 
praperadilan atas penghentian itu, karena hal itu akan mencemarkan dirinya 
sendiri. Dalam peristiwa yang seperti ini Pasal 80 KUHAP tidak mampu 
memberi jalan keluar jika pengertian pihak ketiga yang berkepentingan 
ditafsirkan secara sempit hanya kepada saksi korban atau pelapor. 
Hal ini dperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 
76/PUU-X/2012 tanggal 08 Januari 2013 dan Putusan MK Nomor: 98/PUU-
X/2012 tanggal 21 Mei 2013 yang memutuskan Lembaga Swadaya 
Masyarakat berhak mengajukan praperadilan atas suatu kasus yang 
dihentikan penyidik.  MK mengabulkan pengujian Pasal 80 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 
Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi 
korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi 
kemasyarakatan.35 
                                                           
35 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X/2012 
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Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menyatakan interpretasi 
mengenai pihak ketiga dalam Pasal 80 tidak hanya terbatas pada saksi 
korban atau pelapor saja. Tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang 
dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan 
atau tujuan yang sama yaitu memperjuangkan kepentingan umum (public 
interest advocacy). 
LSM atau organisasi masyarakat lainnya dapat memperjuangkan 
kepentingan umum. KUHAP sendiri pada hakikatnya adalah instrumen 
hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum pidana. Hukum 
pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. 
Selain itu, MK menilai peran serta masyarakat baik perorangan warga 
negara ataupun perkumpulan orang memiliki kepentingan dan tujuan yang 
sama untuk memperjuangkan kepentingan umum. Juga diperlukan dalam 
pengawasan penegakan hukum. Pasal 80 Undang-undang  tersebut berbunyi 
"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut 
umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan 





B. Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pihak 
ketiga dalam mengajukan Praperadilan 
Dalam bagian ini sebelum menjelaskan pelaksanaan hak LSM sebagai 
pihak ketiga yang berkepentingan, sesuai dengan studi kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 08/Pid/PRA/2013/PN.Makassar, penulis 
terlebih dahulu akan menggunakan empat contoh kasus praperadilan yang 
terkait dengan penerapan interpretasi mengenai pihak ketiga yang 
berkepentingan. Penulis akan mendeskripsikan secara singkat mengenai 
kasus posisi, pertimbangan hakim dan hasil putusan akhir dari masing-
masing kasus.  
1) Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Kasus Holden 
Camira Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Pada Tahun 
1987. 
Kasus ini berawal dari ditunjuknya Sdr. Moch. Amien, SH (Pemohon) 
selaku penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak 
pidana manipulasi dan penyelundupan di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya. Dalam penyidikannya tersebut Pemohon berhasil menemukan 
bukti petunjuk adanya keterlibatan importir dan indentor. Oleh karena itu, 
Pemohon mengajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 
(Termohon) dan Kejaksaan Agung yang meminta agar dilakukan peninjauan 
kembali terhadap petitum requisitoir yang berisi tindakan pengembalian 
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barang bukti kepada Importir dalam kasus yang berbeda, yaitu atas nama 
Terdakwa R. Purnomo Henny. Kejati Jawa Timur memberikan tanggapan 
yang berbeda atas surat tersebut, dan selanjutnya menghentikan penyidikan 
atas perkara tersebut. Dengan adanya penghentian penyidikan secara diam-
diam tersebut, selanjutnya Pemohon, yang sebelumnya mengundurkan diri 
dari jabatannya selaku Jaksa, mengajukan permohonan praperadilan 
mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut kepada 
Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan praperadilan tersebut diajukan 
oleh Pemohon dengan didasarkan pada kapasitasnya sebagai pihak ketiga 
yang berkepentingan, khususnya kepentingan untuk mencegah timbulnya 
kerugian negara. 
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 
12/Pid.Praper/1987 PN.Sby hakim telah memberikan pertimbangan yang 
pada dasarnya menjelaskan bahwa dengan memilih untuk berhenti dan 
mengundurkan diri dari status sebagai seorang Jaksa Penyidik adalah 
merupakan suatu penegasan dari diri Pemohon sendiri bahwa Pemohon 
bukan merupakan pihak ketiga yang menderita kerugian baik materiil maupun 
moril. Oleh karena itu, Hakim tidak melihat adanya nestapa dan penderitaan 
yang benar-benar terjadi pada diri Pemohon yang muncul sebagai akibat dari 
adanya tindak pidana. Oleh karena itu, maka status atau sifat dari diri 
Pemohon tidak termasuk dalam pengertian pihak ketiga yang berkepentingan 
menurut Pasal 80 KUHAP. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 
81 
 
Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan dengan menyatakan 
permohonan praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya 
putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 
01/Pid/Pralan/1988/PT.Sby dan dalam tingkat kasasi telah diberikan putusan 
oleh Mahkamah Agung RI yang menyatakan membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan 
menyatakan permohonan banding dari Pemohon tidak dapat diterima. 
Melihat kasus di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa 
Interpretasi/penafsiran hakim pada saat itu adalah Pihak ketiga harus 
merupakan saksi korban yang mengalami kerugian materil atau formil dari 
dugaan tindak pidana tersebut. 
2) Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penuntutan Yang 
Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya Pada Tahun 1996. 
Kasus ini berawal dari dihentikannya penuntutan pihak Kejaksaan 
Negeri Surabaya (Termohon) terhadap perkara dugaan tindak pidana 
penggelapan, penipuan dan pemalsuan surat atau keterangan yang 
dilakukan oleh Tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi. Adapun alasan yang 
digunakan sebagai dasar dalam penerbitan SKPP Nomor:R-
105/P.5.9/Epo.1/VII/1996 tertanggal 30 Juli 1996 adalah bahwa perbuatan 
yang dilakukan oleh Tersangka bukan merupakan tindak pidana dan 
hubungan kerjasama antara Tersangka dengan PT.SAC Nusantara 
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(Pemohon) merupakan hubungan keperdataan. Selanjutnya Pemohon yang 
diwakili oleh Rudy M.G. Schulz dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur 
mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. 
Termohon mengajukan jawaban yang mempermasalahkan kapasitas 
Pemohon yang bukan merupakan sebagai pihak ketiga yang bekepentingan. 
Dalam putusannya Nomor:07/Pid.Prap/198/PN.Sby tertanggal 5 Desember 
1998 telah memberikan pertimbangan yang mengakui bahwa Pemohon 
merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dan oleh karena itu 
memutuskan untuk menerima permohonan Pemohon dan selanutnya 
menyatakan SKPP yang diterbitkan Termohon tidak sah. 
Terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan upaya hukum 
banding, dalam hal mana Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya 
Nomor:340/Pid/1998/PT.Sby tertanggal 7 Januari 1999 telah membatalkan 
putusan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa Pemohon 
(Terbanding) bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP. Hal ini didasarkan 
pada alasan bahwa dalam BAP yang telah ditandatangni tertulis bahwa 
pekerjaan Rudy M.G. Schulz adalah sebagai pengusaha, sedangan dalam 
Laporan Polisi tertulis pekerjaannya sebagai Presiden Direktur PT.SAC 
Nusantara. Berdasarkan hal tersebut maka Rudy M.G. Schulz bertindak 
sebagai pribadi dan bukan mewakili kepentingan Perseroan. Oleh karena itu, 
maka Pemohon Terbanding in casu Rudy M.G. Schulz bukan merupakan 
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pihak ketiga yang berkepentingan, dan selanjutnya membatalkan putusan 
tingkat pertama serta menyatakan SKPP Termohon (Pembanding) adalah 
sah. 
Sehubungan kasus ini penulis mengambil kesimpulan bahwa 
Interpretasi/penafsiran hakim pada saat itu adalah Pihak ketiga harus 
memiliki alasan untuk kepentingan umum bukan atas nama pribadi karena 
sebagai perwakilan dari perseroan. 
3) Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan 
Oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Pada Tahun 1998. 
Kasus ini berawal dari dihentikannya proses penyidikan atas perkara 
dugaan tindak pidana penyalahgunaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
Pembagian Hasil Penerimaan (PHB) PBB oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan 
Timur (Termohon) dengan menerbitkan SKPP No. Print. 171/R4/F.PK.I/II1998 
tertanggal 3 Nopember 1998. Terhadap penerbitan SKPP tersebut 
selanjutnya diajukan permohonan praperadilan oleh Ikatan Keluarga Besar 
Laskar Ampera (IKBLA) Arif Rahman Hakim (Pemohon) kepada Pengadilan 
Negeri Samarinda. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat 
bahwa IKBLA merupakan badan hukum sesuai dengan akta pendiriannya 
dan oleh karena itu adalah sah sebagai subyek hukum. Terkait dengan hal 
tersebut, maka IKBLA yang mewakili masyarakat luas in casu masyarakat 
Kalimantan Timur dapat disebut sebagai saksi korban karena dengan 
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dihentikannya penyidikan terhadap perkara dugaan penyalahgunaan dana 
PBB dan PHB tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
Dengan demikian maka IKBLA dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang 
berkepentingan.  
Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan putusan yang 
berbeda dengan putusan  PN Samarinda. Pengadilan Tinggi berpendapat 
bahwa IKBLA bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan menurut 
Pasal 80 KUHAP. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa IKBLA tidak 
mendapatkan surat kuasa khusus dari anggota IKBLA dan adanya intervensi 
dari masyarakat yang bahwa mereka tidak dirugikan dengan penerbitan SP3. 
Seandainya IKBLA beranggapan bahwa praperadilan tersebut diajukan 
dalam kerangka class action maka hal tersebut hanya dapat digunakan 
dalam perkara lain.  
Dalam upaya peninjauan kembali pertama (PK-I) maka Mahkamah 
Agung (MA) sependapat dengan pertimbangan dan putusan PN Samarinda. 
Menurut MA dijelaskan bahwa pada dasarnya Pasal 80 KUHAP tidak memiliki 
penjelasan otentik, sehingga dapat dilakukan interpretasi a contrario in 
terminis dari pengertian penyidik dan penuntut umum dalam Pasal 1 angka 
(1) dan angka (6) KUHAP. Istilah penyidik dan penuntut umum ditempatkan 
dalam posisi mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan, dan 
karenannya maka pihak ketiga yang berkepentingan sepatutnya diartikan 
sebagai setiap orang baik perorangan maupun kelompok orang yang memiliki 
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hak dan kewajiban untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran demi 
kepentingan masyarakat luas termasuk dalam hal ini IKBLA. Namun terhadap 
putusan PK-I tersebut dibatalkan dengan acara PK-II. Namun dalam tulisan 
ini tidak akan dijelaskan karena tidak  ada pertimbangan yang membahas 
interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan.        
4) Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan 
Oleh Kejaksaan Agung RI Pada Tahun 2000. 
Pengajuan praperadilan dalam kasus ini berawal dari dihentikannya 
penyidikan perkara Texmaco dengan Tersangka Marimutu Sinivasan oleh 
Kejaksaan Agung RI (Termohon) berdasarkan surat Nomor PRIN-
64/F/Fpk/1/05/2000 tertanggal 16 Mei 2000. Indonesia Corruption Watch 
(ICW) selanjutnya mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan menerima 
dan menyetujui eksepsi dari Termohon yang menyatakan bahwa ICW bukan 
merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam pertimbangannya 
dijelaskan bahwa ICW tidak memiliki kewenangan yang tegas untuk 
mengajukan permohonan praperadilan dalam hal mana hal tersebut tidak 
dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian ICW. Selain itu, ICW tidak 
memiliki pengakuan yuridis dalam UU Korupsi sebagaimana pengakuan yang 
dimiliki oleh WALHI dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 dan juga tidak jelasnya 
masyarakat mana yang dirugikan atas penerbitan SP3 tersebut.  
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Dengan didasarkan pada kasus-kasus diatas maka penulis melihat 
bahwa munculnya perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang 
berkepentingan yang diberikan oleh para hakim tersebut disebabkan oleh 
faktor belum adanya interpretasi otentik yang jelas dan tegas dalam KUHAP. 
Hal tersebut merupakan kelemahan yang dimiliki oleh KUHAP sehingga 
menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Pada dasarnya, interpretasi 
yang diberikan oleh hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum untuk 
menutupi suatu aturan hukum yang tidak jelas dan tidak lengkap.36 Namun 
demikian, penulis berharap agar dalam mencari dan merumuskan interpretasi 
tersebut maka sebaiknya yang mendekati dan mencerminkan nilai-nilai dan 
rasa keadilan masyarakat (public justice). 
Itulah fakta yang nyata dalam pelaksanaan Lembaga Swadaya 
Masyarakat dalam mengajukan praperadilan, para hakim masih 
menginterpretasikan sendiri pengertian Pihak Ketiga yang Berkepentingan 
dalam Pasal 80 KUHAP yang memang tidak dijelaskan secara detail dalam 
undang-undang siapa yang sebenarnya pihak ketiga yang dimaksud. 
Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor: 76/PUU-X/2012 yang diputuskan pada tanggal 08 Januari 
2013 yang menafsirkan “Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 
KUHAP harus diperluas tidak terbatas pada Saksi Korban dan Pelapor, tetapi 
harus mencakup masyarakat luas dalam hal ini bisa diwakili perkumpulan 
                                                           
36 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2001, hal. 56 
87 
 
yang memiliki kepentingan umum (public instrests advocasy) seperti LSM dan 
Ormas, hai ini juga dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia selanjutnya Nomor: 98/PUU-X/2012 yang diputuskan 
pada tanggal 21 Mei 2012 secara tegas memberikan hak LSM mengajukan 
Praperadilan.37 
Semua ini dapat dijadikan Legal Standing suatu Lembaga Swadaya 
Masyarakat dalam mengajukan Praperadilan dimana dalam Pasal 80 KUHAP 
disebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik, 
penuntut Umum, atau Pihak ketiga yang Berkepentingan yang mana 
ditafsirkan dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 
Berikut ini adalah Putusan Pengadilan Negeri yang akan menjawab 
bagaimana sebenarnya pelaksanaan hak Lembaga Swadaya Masyarakat 
dalam Mengajukan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan yang dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum putusan, sebagai 
berikut:  
                                                           




Nomor  : 08/Pid/PRA/2013/PN.Makassar 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Negeri Makasssar yang mengadili perkara permohonan 
Praperadilan pada peradilan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil 
putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara : 
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SOROT atau direkturnya AMIR, S.H. 
laki-laki umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Direktur LSM SOROT 
INDONSIA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 28 
Parepare, Sulsel. Dalam hal ini bertindak untuk LSM SOROT atau diri 
sendiri serta masyarakat, selanjutnya disebut PEMOHON; 
MELAWAN 
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN 
TINGGI SULAWESI SELATAN DAN BARAT, Dalam hal ini oleh 1. 
MALINO PRANDUK, S.H. 2. MUHAMMAD AHSAN THAMRIN, S.H. M.H. 
3. M. SUBAIR, S.H. 4. MUH. YUSUF PUTRA, S.H. M.H. 5. TEGUH 
APRIYANTO, S.H. 6. MUH. IDHAM SYAM S.H. kesemuanya Jaksa pada 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah 
Penunjukan Jaksa untuk sidang Praperadilan Nomor : Print-
470/R.4/Fd.1/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tanggal 12 Agustus 2013, 




TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana di atas; 
Menimbang, pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya 
telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-3, sebaliknya termohon 
untuk membuktikan dalil-dalil pendapat/jawabannya telah mengajukan alat 
bukti surat bertanda T1 s/d T-15; 
Menimbang, sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan 
Praperadilan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil 
termohon praperadilan yang tidak termasuk substansi pokok permohonan 
Praperadilan yang dikemukakan oleh Termohon dalam pendapat/jawabannya 
yaitu bahwa permohonan Praperadilan cacat format dan tidak jelas (obscuur 
libel) dengan alasan, anatara lain pada pokoknya sebagai berikut: 
5) Subyek termohon praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak 
lengkap karena permohonan praperadilan oleh pemohon diajukan 
terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat atas diterbitkannya surat yang 
menurut Pemohon adalah Surat Penghentian Penyidikan dan 
Penuntutan (SP3) dengan Nomor 220/R.4/7/2013 tanggal 29 Juli 2013, 
Padahal Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah, maka seharusnya 
subyek termohon dalam perkara praperadilan ini adalah Pemerintah 
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Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; 
6) Dalil-dalil kongkret yang merupakan dasar dan alasan gugatan tidak 
jelas, permohonan praperadilan oleh pemohon terlalu cepat 
mengajukan permohonan praperadilan tanpa berusaha memahami 
dasar yuridis penghentian penyidikan, seharusnya pemohon harus 
menguraikan fakta yang menjadi dasar permohonan, permohonan 
pemohon tidak jelas dan tegas menyebutkan kasus apa dan atas 
nama tersangka siapa yang SP#nya dinyatakan batal demi hukum dan 
dilanjutkan penyidikan perkaranya; 
7) Mengenai Legal Standing Pemohon praperadilan (LSM Sorot 
Indonesia), dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP disebutkan bahwa 
permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut 
umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, pengertian pihak ketiga 
yang berkepentingan tersebut, ternyata termohon tidak menemukan 
status badan hukum dari pemohon, siapa saja pengurusnya dan 
bergerak di bidang apa, demikian pula ternyata permohonan pemohon 
ternyata hanya mengatasnamakan pribadi Direktur LSM Sorot. Hal ini 
terlihat dari permohonan Pemohon untuk memberikan ganti rugi 
kepada pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), 
padahal permohonan ganti rugi tidak dapat dikualifikasi dengan 
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praperadilan karena secara hukum mekanisme yuridisnya sangat 
berbeda karena pemohon ganti rugi termasuk kompetensi hakim 
perdata yang ditempuh melalui gugatan perdata dan bukan melalui 
praperadilan karena pemohon bukanlah korban tindak pidana, dengan 
demikian pemohon tidak dapat dinilai sebgai pihak ketiga yang 
berkepentingan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP, oleh 
karenanya pemohon tidak mempunyai legal standing sebagai 
pemohon praperadilan; 
Menimbang, tentang dalil termohon bahwa subyek termohon 
praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap karena permohonan 
praperadilan oleh pemohon diajukan terhadap Kejaklsaan Agung Republik 
Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Seltan dan barat atas 
diterbitkannya surat yang menurut Pemohon adalah Surat Penghentian 
Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dengan Nomor: 220/R.4/7/2013 tanggal 29 
Juli 2013, padahal Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah, maka 
seharusnya subyek termohon dalam perkara praperadilan ini adalah 
pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. 
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; 
Menimbang, tentang dalil tersebut, Hakim praperadilan 
mempertimbangkan, jika mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
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undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 
maka Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah dalam arti eksekutif, akan 
tetapi dalam perkara a quo Kejaksaan melaksanakan fungsi penegakan 
hukum dan bukan dalam kedudukan sebagai lembaga pemerintah dalam arti 
eksekutif. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas/fungsi penegakan hukum 
disamping berwenang melakukan tugas/fungsi penuntutan dan pelaksaan 
putusan hakim serta penetapan hakim, juga diberi wewenang untuk 
melakukan penyidikan terhadap perkara pidana tertentu seperti tindak Pidana 
Korupsi; 
Menimbang, dalam perkara a quo permohonan pemohon ditujukan 
terhadap produk hukum Kejaksaan dalam melaksanakan tugas/fungsi 
penyidikan, dan bukan dalam fungsi eksekutif, dengan demikian, maka 
permohonan yang ditujukan pemohon kepada Kejaksaan Agung RI Cq. 
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah tepat, dengan demikian 
dalil pendapat/jawaban termohon bahwa subyek termohon praperadilan tidak 
lengkap tidak beralasan, maka harus dikesampingkan; 
Menimbang, tentang dalil pendapat/jawaban termohon bahwa dalil-
dalil kongkret yang merupakan dasar dan alasan gugatan tidak jelas dan 
tegas menyebutkan kasus apa dan atas nama tersangka siapa yang SP3nya 
dinyatakan batal demi hukum dan dilanjutkan penyidikan perkaranya; 
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Menimbang, tentang dalil termohon tersebut, setelah hakim 
praperadilan mempelajari dan meneliti dengan seksama permohonan 
pemohon, dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon 
secara jelas dan tegas disebutkan bahwa obyek permohonan praperadilan 
pemohon adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi gernas kakao di 
Kabupaten Luwu dengan tersangka SALEH RAHIM, S.E. MBA yang 
penyidikannya dihentikan oleh termohon berdasarkan Surat Penghentian 
Penyidikan (SP3) Nomor: Print-220/R.4/Fd.1/07/2013 tanggal 19 Juli 2013; 
Menimbang, adapun tentang nomor Surat Penghentian Penyidikan 
yang disebutkan oleh termohon dalam permohonannya yaitu Nomor: 
220/R.4/7/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan penyebutan surat penghentian 
penyidikan dan penututan (SP3), tidak mengakibatkan permohonan 
praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak jelas dan tidak tegas, karena 
selain dalam perkara a quo proses perkara baru pada tahap penyidikan dan 
belum sampai pada tahap penuntutan, dengan demikian, maka maksud 
permohonan praperadilan pemohon adalah terhadap Surat Penghentian 
Penyidikan yang dilakukan oleh termohon, sedangkan mengenai Surat 
Penghentian Penyidikan yang disebutkan oleh pemohon yaitu Nomor: 
220/R.4/7/2013 tanggal 19 Juli 2013 hal tersebut juga tidak mengakibatkan 
permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon menjadil tidak jelas 
dan tegas, karena permohonan pemohon praperadilan menyebutkan nama 
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tersangka yaitu SALEH RAHIM, S.E MBA yang perkaranya dihentikan 
penyidikannya oleh termohon, jika berdasarkan bukti termohon tentanda T-1 
berupa surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-
220/R.4/Fd.1/07/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan tersangka SALEH 
RAHIM, S.E. MBA maka Surat Penghentian Penyidikan menjadi obyek 
permohonan praperadilan pemohon adalah Nomor: Print-
220/R.4/Fd.1/07/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan tersangka SALEH 
RAHIM, S.E MBA.; 
Menimbang, mengenai dalil termohon dalam pendapat/jawabannya 
yang pada pokoknya bahwa termohon tidak mempunyai legal standing 
sebagai pemohon praperadilan; 
Menimbang, pasal 80 KUHAP menentukan “permintaan bpemeriksaan 
tentang sah atau tidaknya suatu penghentian poenyidikan atau penuntutan 
dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang 
berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan 
alasannya. 
Menimbang, jika mengacu pada ketentuan Pasal 80 KUHAP, maka 
telah ditentukan secara limitative pihak yang dapat mengjuikan praperadilan 
terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yaitu 
95 
 
penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam 
hal ini saksi korban. 
Menimbang, tentang pihak ketiga yang berkepentingan menurut Pasal 
80 KUHAP yang dapat mengajukan permohobnan praperadilan tafsirannya 
telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 
76/PUU-X/2012 tanggal 08 Januari 2013 yang menafsirkan “Pihak Ketiga 
yang Berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP harus diperluas tidak terbatas 
pada saksi Korban dan Pelapor, tetapi harus mencakup masyarakata luas 
dalam hal ini bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan 
yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (Public instrests 
advocacy), seperti LSM dan Ormas; 
Selanjutnya Putusan  Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 98/PUU-X/2012 
tanggal 21 Mei 2012 secara tegas memberikan hak LSM mengajukan Pra 
Peradilan; 
Menimbang, berdasarkan bukti Pemohon tertanda P-1 Pemohon 
adalah Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) Sorot Indonesia, dengfan tujuan 
pendiriannya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan mulia serta 
menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa, demokrasi dan keadilan social, 
kesejahteraan dan kedaulatan rakyat, serta dengan fungsi sebagai control 
yaitu fungsi pengawasan terhadap: a0 Pelaksanaan fungsi pemerintah 
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(eksekutif), parlemen (legislative) dan lembaga peradilan (yudikatif), lebih 
khusus kawal korupsi dan illegal loging, b) Pelaksanaan demokrasi, 
kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. C0 Pelaksanaa 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia menuju bebas korupsi. 
Dengan pendiri amir, Sarjana Ekonomi dan Pengurus Ktua: Amir, Sarjana 
Ekonomi, Sekretaris: Andi Ruslan Abdullah, Sarjana Ekonomi, Magister 
Manajemen, Bendahara: Andi Fajar dan Koordinator Hukum: Sufyan Lahabi, 
Sarjana Hukum. 
Menimbang, berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat hakim 
praperadilan pemohon praperadilan memenuhi kriteria sebagai Lembaga 
Swadaya Masyrakat yang berhak untuk mengajukan permohonan 
praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 76/PUU-X/2012 tanggal 08 Januari 2013 
dan Nomor: 98/PUU-x/2012 tanggal 21 Mei 2012; 
Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dalil-dalil termohon 
praperadilan yang tidak termasuk substansi pokok permohonan praperadilan 
(formalitas permohonan praperadilan) tidak beralasa, maka harus 
dikesampingkan dan ditolak; 
Menimbang, selanjutnya Hakim praperadilan akan mempertimbangkan 
materi pokok permohonan praperadilan pemohon yang pada pokoknya 
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bahwa penghentian penyidikan perkara korupsi dalam proyek gernas Kakao 
di Kabupaten Luwu dengan tersangka SALEH RAHIM, S.E. MBA yang 
dilakukan oleh termohon selaku penyidik berdasarkan Surat Penghentian 
Penyidikan Nomor: 220/R.4/7/2013 tanggal 19 Juli 2013 tidak sah, sebaliknya 
termohon praperadilan dalam pendapat/jawabannya mendalilkan bahwa 
penghentian penyidikan atas nama tersangka SALEH RAHIM, S.E. MBA, 
dalam perkara ti ndak pidana korupsi proyek gernas kakao di Kabupaten 
Luwu berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: Print-
220/R.4/F.d1/07/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan alasan dan pertimbangan 
tidak cukup bukti; 
Menimbang, berdasarkan visi dan versi pemohon dan termohon 
tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atas nama tersangka SALEH 
RAHIM, S.E MBA dalam perkara tindak pidana korupsi proyek Gernas kakao 
di Kabupaten Luwu yang dialkukan oleh termohon berdasarkan surat 
penghentian Penyidikan Nomor: Print-220/R.4/F.d1/07/2013 tanggal 19 Juli 
2013, Hakim praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:  
 Bahwa dari bukti P-1, pemohon praperadilan adalah Lembaga 




 Bahwa dari bukti P-2, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sorot 
Indonesia  terdaftar pada pemerintah Kota Parepare Dinas Kesatuan 
Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang berlaku sejak 
tanggal 8 September 2006 s/d tanggal 8 September 2008; 
 Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang sama dengan bukti T-1 termohon 
telah menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana yang 
disangkakan terhadap tersangka SALEH RAHIM, S.E. MBA; 
 Bahwa berdasarkan bukti T-2 telah disimpulkan bahwa Kasus Tindak 
Pidana Korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan 
rehabilitasi lahan pada program Gerakan Nasional peningkatan Mutu 
dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu atas nama tersangka SALEH 
RAHIM, S.E. MBA selaku Direktur PT Koya Corporindo tidak cukup 
bukti untuk dilanjutkan ke tahap PENUNTUTAN; 
 Bahwa berdasarkan bukti T-3 telah dilakukan penyidikan dugaan 
tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan 
rehabilitasi lahan pada program Gerakan nasional peningkatan Mutu 
dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu yang diduga dilakukan oleh Ir. 
BAMBANG SYAM, Dkk; 
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 Bahwa berdasarkan bukti t-4 telah dilakukan penyidikan dugaan tindak 
pidana korupsi  penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan 
rehabilitasi lahan pada program Gerakan nasional peningkatan Mutu 
dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu yang diduga dilakukan oleh 
ISMAIL, S.E. 
 Bahwa berdasarkan bukti t-5 telah dilakukan penyidikan dugaan tindak 
pidana korupsi  penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan 
rehabilitasi lahan pada program Gerakan nasional peningkatan Mutu 
dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu yang diduga dilakukan oleh 
SALEH RAHIM, S.E. MBA; 
 Bahwa berdasarkan bukti T-6 telah ditanda tangani kontrak antara Ir. 
Bambang Syam selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab Luwu dengan Saleh selaku Direktur 
PT. Koya Corporindo; 
 Berdasarkan bukti T-7 telah disampaikan kepada termohon Berita 
Acara Ekspose Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi 
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan pada 
program Gerakan nasional peningkatan Mutu dan Produksi Kakao TA. 
2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
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Kab. Luwu atas nama tersangka SALEH RAHIM, S.E. MBA dan 
disepakati oleh peserta ekspose supaya perkara atas nama tersangka 
Saleh Rahim S.E. MBA dihentikan karena tidak cukup bukti untuk 
dilanjutkan ke tahap penuntutan; 
 Bahwa berdasarkan bukti T-8, T-9, T-10, Ismail, S.E. telah dinyatakan 
terbukti dan dijatuhi pidan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi 
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan pada 
program Gerakan Nasional peningkatan Mutu dan Produksi kakao TA. 
2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab 
Luwu; 
 Berdasarkan bukti T-11 telah terjadi perjanjian antara Saleh Rahim, 
S.E. MBA dengan Ismail, S.E. untuk meminjamkan perusahaan milik 
Saleh Rahim, S.E. MBA kepada Ismail S.E; 
 Berdasarkan bukti T-12 saleh Rahim, S.E MBA selaku Direktur Utama 
PT Koya Corporindo telah memberikan kuasa kepada Ismail, S.E. 
untuk mewakili pemberi kuasa melaksanakan proyek Rahabilitasi 
Kakao sambung Samping (entres) di Kabupaten Luwu Tahun 
Anggaran 2009 sesuai Nomor Kontrak 07/Kont/PPK/GK/VII/2009 
tanggal 22 Juli 2009; 
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 Bahwa berdasarkan bukti T-13 telah dilakukan sumpah terhadap Ahli 
atas nama Prof. DR. M. Syukri Akub, S.H., M.H. pada tingkat 
penyidikan; 
 Bahwa berdasarkan bukti T-15 telah dilakukan pengeluaran entres 
Periode Juli 2009 – April 2010; 
Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas dan pendapat termohon 
praperadilan telah terbukti bahwa termohon telah menghentikan penyidikan 
atas nama tersangka Saleh Rahim, S.e. MBA selaku Direktur PT. Koya 
Corporindo berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: Print-
220/R.4/Fd.1/07/2013 tanggal 19 Juli 2013; 
Menimbang, skarang akan dipertimbangkan apakah penghentian 
penyidikan dalam perkara a quo sah sebagaimana pendapat/jawaban 
termohon praperadilan, ataukah tidak sah sebagaimana dalil pemohon 
praperadilan? 
Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) kuhap penyidik 
dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan 
dihentikan demi hukum; 
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Menimbang, setelah memperhatikan dengan seksama surat bukti 
pemohon dan termohon khususnya bukti P-2, T-1, T-2, dam T-7 serta 
pendapat/jawaban termohon telah terbukti bahwa dasar penghentian 
penyidikan dugaan tindak pidana korupsi atas nama tersangka Saleh Rahim, 
S.E. MBA pada pokoknya adalah tidak cukup bukti dan bukan merupakan 
tindak pidana (ada pada pendapat/jawaban termohon praperadilan); 
Menimbang, tentang alasan termohon praperadilan menghentikan 
penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek gernas kakao 
di Kabupaten Luwu dengan tersangka SALEH RAHIM S.E. MBA karena tidak 
cukup bukti, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut; 
 Bahwa sehubungan dengan alasan termohon menghentikan 
penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, haruslah berpedoman 
pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya; 
 Bahwa tentang alat bukti yang sah dalam perkara pidana menurut 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri atas: keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa; 
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Menimbang, berdsarkan bukti T-2 dalam perkara a qua telah didengar 
keterangan saksi sebanyak 15 (lima belas) orang, 1 (satu) orang ahli, 6 
(enam0 alat bukti surat, keterangan terdakwa dan 128 (seratus dupuluh 
delapan) barang bukti yang telah disita menurut hukum, dengan demikian 
minimum alat bukti bertdasarkan ktentuan Pasal berdasarkan ketentuan 
Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi; 
Menimbang, sekarang yang menjadi persoalan apakah alat bukti yang 
diperoleh selama proses penyidikan telah cukup atau tidak untuk 
membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada 
terdakwa? 
Menimbang tentang hal tersebut Hakim praperadilan 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
 Bahwa berdasarkan bukti T-2 Saksi-saksi dan terdakwa menerangkan 
pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan 
pada program Gerakan Nasional peningkatan Mutu dan Produksi 
Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kab. Luwu PT Koya Corporindo dengan Direktur Saleh 
Rahim, S.E. MBA adal;ah pemenang lelang bsebagai penyedia barang 
dan jasa, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti T-
6 berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 07/KONT/PPK-
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GK/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. 
Bambang Syam selaku PPK dan Saleh Rahim, S.E. MBA selaku 
Direktur PT Koya Corporindo, serta bersesuaian pula dengan 
pendapat termohon dalam pendapat/jawabannya; 
  Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
sebagaimana bukti T-2 bahwa yang mengerjakan proyek kegiatan 
rehabilitasi lahan pada program Gerakan Nasional peningkatan Mutu 
dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan di Kab. Luwu adalah Ismail, S.E. bukti 
tersebut bersesuaian dengan bukti T-11 dan T-12; 
 Bahwa berdasarkan bukti T-8, T-9, dan T-10 bahwa Ismail, S.E. telah 
dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek 
kegiatan rehabilitasi lahan pada program Gerakan nasional 
peningkatan Mutu dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKO) 
pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu dan pada bukti T-8 
telah dipertimbangkan bahwa „…telah tampak adanya kerjasama yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah mengakibatkan 
kerugian keuangan Negara yang tidak akan terjadi apabila tidak ada 
kerjasama Ir. Bambang Syam selaku pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), Saleh Rahim (Direktur PT Koya Corporindo) selaku penyedia 
barang yang menandatangani kontrak dan terdakwa (Ismail) yang 
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secara ril melaksanakan pekerjaan rehabilitasi kakao sambung 
samping (entres) dari PT Koya Corporindo dengan menggunakan PT 
Koya Corporindo sebagai sarananya, bukti T-8 tersebut dikuatkan 
dengan bukti T-9 dan T-10; 
 Bahwa berdasarkan bukti T-8, T-9, dan T-10 dalam pelaksanaan 
proyek kegiatan rehabilitasi lahan pada program Gerakan nasional 
peningkatan Mutu dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) 
pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan di kab. Luwu telah 
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang diperoleh Ismail 
sebesar Rp. 1.306.700.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta tujuh 
ratus ribu Rupiah) dan PT. Koya Corporindo dengan direktur Saleh 
Rahim telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima 
ratus juta Rupiah); 
  Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim 
praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut: 
 Bahwa perbuatan tersangka Saleh Rahim sebagai Direktur PT Koya 
Corporindo memberikan kuasa kepada Ismail, S.E. untuk 
melaksanakan pekerjaan proyek kegiatan rehabilitasi lahan pada 
program Gerakan Nasional peningkatan Mutu dan Produksi Kakao TA. 
2009 (GERNAS KAKAO) pada dinas Kehutanan dan Perkebunan di 
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kab. Luwu secara riil/factual bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 
ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut: 
Ayat (3) “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab 
seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak 
lain” 
Ayat (4) “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab 
sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak 
lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada 
penyedia brang/jasa spesialis” 
Perbuatan memberikan kuasa dari tersangka Saleh Rahim, S.E. MBA 
kepada Ismail, S.E. untuk melaksanakan program proyek kegiatan 
rahabilitasi lahan pada program Gerakan Nasional peningktan Mutu 
dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan di Kab. Luwu merupakan subkontrak dan 
hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (3) dan 
ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah, 
sehingga dapat dikualifir sebagai melawan hukum atau 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan; 
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 Bahwa dalam perkara a quo telah terjadi kerugian Keuangan Negara 
yang diperoleh oleh Ismail, S.E. sebesar 1.306.700.000,- (satu milyar 
tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pt Koya Corporindo 
dengan Direktur Saleh rahim telah memperoleh keuntungan sebesar 
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); 
Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI 
Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 
2001 tentang Periubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk terpenuhinya 
bestandel delik memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, atau 
orang lain atau suatu koorporasi dan untuk terpenuhinya unsure ini 
tidak harus semuanya diperkaya /diuntungkan tetapi cukup jika salah 
satunya diperkaya atau diuntungkan, maka unsure ini terpenuhi; 
 
Menimbang tentang dalil termohon dalam pendapatnya yang pada 
pokoknya berpendapat bahwa pemberian kuasa dari Saleh Rahim, S.E. MBA 
kepada Ismail, S.E berdasarkan surat kuasa direksi tanggal 25 juli 2009 
merupakan hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata, 
sehingga tidak dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan tindak pidana 
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secara bersama-sama, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai 
berikut:  
 Bahwa pemberian kuasa tersebut tidak disampaikan kepada Pejabat 
Pembuatkomitmen dan Bendahara, sehingga Pejabat Pembuat 
Komitmen dan Bendahara keliru tentang orang untuk melakukan 
pembayaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara 
OPengeluaran menduga Ismail, S>E. adalah Saleh rahim, S.E. MBA 
sehingga seluruh dokumen pencairan ditanda tangani oleh Ismail S.E. 
pada nama yang tertera/tertulis Salah Rahim, S.E. MBA. 
 Bahwa pemberian kuasa dalam perkara a quo mengandung arti 
disubkontrakkan sebagaimana ketentuan Pasal pasal 32 ayat (3) dan 
(4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 
dan hal tersebut dilarang dalam pengadaan brang / jasa pemerintah; 
Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, 
penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon atas nama tersangka 
Saleh rahim, S.E. MBA. Baik dengan alasan tidak cukup bukti maupun bukan 
tindak pidana tidak beralasan, sehingga penghentian penyidikan tersebut 
tidak sah, oleh karenanya penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi 
pekerjaan proyek kegiatan rehabilitasi lahan pada program Gerakan Nasional 
peningktan Mutu dan Produksi Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada 
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Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kab. Luwu dengan tersangka Saleh 
Rahim, S.E. MBA harus diperintahkan dilanjutkan; 
Menimbang, selanjutnya akan diperimbangkan permohonan pemohon 
praperadilan tentang ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
Rupiah) sebagai akibat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh 
termohon terhadap perkara atas nama tersangkaa Saleh Rahim; 
Menimbang, Pasal 1 angka 22 KUHAP berbunya “Ganti Kerugian 
adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya berupa 
imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditaha, dituntut ataupun diadili 
tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau hukum yang diterapkan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”; 
Menimbaang, Pasal 95 ayat (10 KUHAP menentukan “tersangka 
terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, 
ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang 
berdsarkan undang-undang atau karena kekeliruannya orang atau hukum 
yang diterapkan”; 
Menimbang, setelah mencermati bketentuan Pasal 1 angka 22 dan 
Pasal 95 ayat (1) KUHAP, ternyata yang dapat mengajukan tuntutan ganti 
rugi ditentukan secara limitative hanya tersangka, terdakwa atau terpidana 
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karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain 
tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan orang 
atau hukum yang diterapkan dan tidak member hak kepada tersangka yang 
dihentikan penyidikannya dan penuntutannya secara tidak sah, demikian pula 
pihak ketiga yang berkepentingan atas penghentian penyidikan atau 
penuntutan; 
Menimbang, oleh karena dalam perkara a quo pemohon sebagai pihak 
ketiga yang mengajukan permohonan praperadilan disertai tuntutan ganti rugi 
terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon atas nama 
tersangka Saleh Rahim, S.E MBA tidak termasuk dalam ruang lingkup untuk 
menuntut ganti kerugian, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh 
pemohon praperadilan, meskipun permohonan praperadilan pemohon 
dikabulkan, harus dinyatakan tidak dapat diterima; 
Menimbang, oleh karena permohonan praperadilan pemohon tentang 
sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon dalam 
perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan proyek kegiatan rahbilitasi 
lahan pada program Gerakan Nasional peningkatan Mutu dan Produksi 
Kakao TA. 2009 (GERNAS KAKAO) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
di Kab. Luwu dengan tersangka Saleh Rahim, S.E. MBA dikabulkan, maka 
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termohon praperadilan harus dibebani membayar biaya perkara yang 
jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; 
Mengingat ketentuan Pasal 77, Pasal 80, Pasal 1 angka 22, Pasal 95 
ayat (1), Pasal 109 ayat (2) KUHAP, serta pasal-pasal undang-undang dan 
ketentuan hukum ya ng berhubungan perkara ini; 
MENGADILI 
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon 
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-
220/R.4/Fd.1/07/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama tersangka 
SALEH RAHIM, S.E. MBA tidak sah; 
3. Memerintah kepada termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara 
atas nama tersangka SALEH RAHIM, S.E. MBA; 
4. Menyatakan permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak dapat 
diterima; 
5. Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar Rp. 5.000,- 
(lima ribu Rupiah); 
 
Demikian diputus pada hari KAMIS TANGGAL 22 Agustus DUA RIBU 
TIGA BELAS, oleh MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal 
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Makassar Nomor: 08/Pra.Pid/2013/PN.Makassar tanggal 31 Juli 2013, 
putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka 
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untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUH. UNGARDIN K, S.H., 
M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh 
pemohon dan kuasa termohon. 
 
PANITERA PENGGANTI    HAKIM  
 
MUH. UNGARDIN K, S.H., M.H. MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H. 




  Berdasarkan Putusan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan 
hukum dalam mengajukan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan telah terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
No:  76/PUU-X/2012 bahwa Lembaga Masyarakat dapat mengajukan 
praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan beberapa 
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi38 sebagai berikut; 
Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa 
norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP 
sepanjang frasa “Pihak ketiga yang berkepentingan” adalah bertentangan 
dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik 
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945. Kaidah-kaidah Undang-Undang itu juga selain bertentangan 
dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
juga bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang bebas 
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 
                                                           
38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X/2012 
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Bahwa untuk menempatkan LSM sebagai “Pihak Ketiga yang 
Berkepentingan” dalam suatu gugatan praperadilan, menurut hemat 
Pemohon keberadaan LSM harus dipisahkan kapasitasnya sebagai  konsep 
hak gugat (legal standing) dan perwakilan kelompok (class action) sebagai 
dua konsep yang berbeda dalam studi ilmu hukum. Berbeda dengan class 
action, dalam konsep hak gugat, LSM bertindak mengajukan gugatan bukan 
sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LSM berada di luar kelompok 
yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Dalam 
hal ini, LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu 
berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh 
Undang-Undang, seperti Hak Gugat LSM dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, maupun dalam Undang- 
Undang Lingkungan Hidup; 
Bahwa dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan KUHAP justru 
tidak mengatur sebagai subjek yang dapat mengajukan gugatan praperadilan 
dan juga tidak sebagai pihak yang dikorbankan. Demikian pula jika merujuk 
pada sejumlah peraturan perundang-undangan lain, misalnya Pasal 41 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi hanya mengatur peran serta masyarakat, bukan sebaliknya 
mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan LSM. Juga 
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam 
Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak mengatur 
hak gugat lembaga swadaya masyarakat atas praperadilan. Oleh karena itu, 
permohonan praperadilan oleh LSM tidak memiliki kapasitas sebagai subjek 
hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan. Jika hanya berdasarkan 
penafsiran yang diperluas, sesungguhnya hanya akan menciptakan suatu 
ketidakpastian hukum, sekalipun dalam perkara yang dihadapi seseorang 
telah dinyatakan dihentikan penyidikan/penuntutannya. Membuka tafsir atas 
hak gugat LSM dalam praperadilan, justru suatu pengebirian terhadap hak-
hak konstitusional Pemohon yang telah dengan jelas dan terang menderang 
diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I 
ayat (2) UUD 1945; 
Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa 
norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP 
sepanjang frasa “Pihak ketiga yang berkepentingan” adalah bertentangan 
dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik 
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945. Kaidah-kaidah Undang-Undang itu juga selain bertentangan 
dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
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juga bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang bebas 
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 
Bahwa dengan penafsiran seperti uraian di atas, maka LSM yang 
mengaku sebagai “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” sebagaimana 
dimaksud Pasal 80 KUHAP haruslah orang yang orang yang memiliki 
kepentingan dalam proses perkara pidana. Artinya, tidak semua LSM sebagai 
pihak yang memiliki hak gugat terhadap proses penghentian penyidikan, 
melainkan secara limitatif memang telah ditentukan oleh Undang-Undang 
dan memiliki kepentingan dalam proses perkara pidana tersebut. Pasal 80 
KUHAP hanya menentukan LSM sebagai pihak ketiga yang berkepentingan 
yang memiliki hak gugat jika masuk dalam kualifikasi saksi korban atau saksi 
penderita atau pihak yang terkait hak-haknya atau ada hubungan erat secara 
langsung dalam perkara tindak pidana korupsi termasuk pihak yang memiliki 
kepentingan dalam proses perkara pidana. Penafsiran kaidah Pasal 80 
KUHAP yang demikian ini akan menjadi sejalan dengan kaidah konstitusi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 
28I ayat (2) UUD 1945. 
Pasal 80 KUHAP: 
“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghenti penyidikan 
atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau 
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pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan 
menyebutkan alasannya”. 
Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”; 
Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 








Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1.   Penafsiran Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat ditafsirkan sebagai 
Saksi yang menjadi Korban, Pihak Pelapor, bahkan Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang tentunya berdasar pada Pasal 80 KUHAP yang 
menyatakan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya 
suatu penghenti penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik 
atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada 
ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, yang diberikan 
kepada hakim untuk menginterpretasikannya. 
2. Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pihak Ketiga 
yang mengajukan Praperadilan yg diatur dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi RI No: 76/PUU-X/2012 tanggal 08 Januari 2013 dan Putusan 
No: 98/PUU-X/2013 tanggal 21 Mei 2013 direalisasikan dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No: 08/Pid/PRA/2013/PN.Makassar dimana 
dalam hal ini LSM Sorot Indonesia sebagai Pihak Ketiga yang 




1. Diharapkannya diperhatikannya segala aspek dalam pembentukan 
Undang-undang agar tidak menciptakan menafsiran yang meluas karena 
tidak dijelaskannya maksud dan tujuan pembentukannya, terkhusus 
dimisalkan pada Pasal 80 KUHAP yang ditafsirkan berbeda. 
2. Diharapkan Pelaksanaan Hak Lembaga swadaya Masyarakat dalam 
mengajukan Praperadilan mengacu pada ketentuan Undang-Undang 
yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Nomor: 76/PUU-X/2012 tanggal 08 Januari 2013 dan Putusan Mahkamah 
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